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MOTTO 
  
                           
       
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar.” 
( Q.S Al-Baqarah: 282 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح        Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2.  َل ََّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużūna 
3. عىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
xiv 
 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ام و حمملىسزلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدمحنا
هيمناعنا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهن الله نإو
هيقشاسناسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ميكنا اىفوأف
ناصيمناو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
Eko Edi Apriyanto, NIM: 152.111.217, "Praktik Bagi Hasil Pemilik 
Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu’amalah (Studi 
Analisis Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawan 
Provinsi Sumatra Selatan)". 
  
Islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan berbagai bentuk, salah 
satunya dengan bagi hasil akad musâqâh yaitu sebuah bentuk kerjasama antara 
pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 
sehingga memberikan hasil yang maksimal. Jika dilihat dari pengertian tersebut, 
bagi hasil yang dilakukan masyarakat kabu telah melakukan kegiatan kerjasama 
akad musâqâh meskipun tidak menggunakan sitilah tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian 
lapangan (field research ) dengan cara observasi, dan wawancara, serta analisis 
menggunakan metode induktif. Lokasi penelitian ini di desa Kabu Kecamatan Ulu 
Musi  Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil 
pemilik dengan penggarap kebun kelapa sawit di desa Kabu serta untuk 
mengetahui praktik bagi hasil pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit di desa 
Kabu sudah sesuai dengan Fiqh Mu‟amalah. 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam praktik bagi hasil 
perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat jika dilihat dari unsur 
dan syaratnya sudah memenuhi, akan tetapi masih terdapat unsur gharar dalam 
praktiknya. Karena, jika dilihat dari konsep fiqh mu‟amalah harus ada batas waktu 
yang ditentukan. Sedangkan dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di 
Desa kabu tidak ada batas waktu dalam perjanjian ini lah yang masih 
menimbulkan unsur gorar dan belum adannya perjanjian tertulis yang bisa 
memperkuat perjanjian tersebut supaya tidak ada terjadi persengketaan 
dikemudain hari. 
  
Kata Kunci: Bagi Hasil, Pemilik dan Penggarap, Musâqâh, 
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ABSTRAK 
 
Eko Edi Apriyanto, NIM: 152.111.217, “The Profit Sharing Practice 
Between Proprietor and Smallholder of Oil Palm Estate Perspective Fiqh 
Mu’amalah or Trade (Study Analysis at Kabu, Ulu Musi, Empat Lawan, 
South Sumatra)”. 
Islam proposes to trade or mu‟amalah in many ways, especially is profit 
sharing with using musâqâh agreement that is a kind of cooperation between 
estate‟s proprietor and smallholder in order to the estate is taken care until can 
give maximum yield. From that definition, profit sharing can be conducted by 
Kabu society who have contributed using musâqâh agreement whereas they do 
not use that term. 
This research used field research of qualitative method through 
observation and interview. The data analysis used inductive method. The place of 
research is at Kabu, Ulu Musi, Empat Lawang, South Sumatra.  
This research is conducted to know how practice of profit sharing between 
proprietor and smallholder of oil palm estate at Kabu village and to know practice 
of profit sharing between proprietor and smallholder of oil palm estate at Kabu 
village based on Fiqh Mua‟malah or trade. 
The outcome of this research explains that in profit sharing practical of oil 
palm estate is conducted by society if the substance and requirement have carried 
out, but there is still gorar or deception element on it since if it is looked from the 
Fiqh Mu‟amalah or trade concept, it should be the deadline agreement. While in 
the deal which has done by Kabu society, there is not the deadline in the deal that 
still make gorar or deception and no written treaty which can support the deal in 
order to avoid from next conflict. 
Keywords: profit share, proprietor and smallholder, Musâqâh.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xix 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL  ..................................................................................  i 
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING  ..............................  ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI  .................................  iii 
HALAMAN NOTA DINAS  ......................................................................  iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH  .........................................  v 
HALAMAN MOTTO  ................................................................................  vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN  ................................................................  vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI  ...........................................  viii 
HALAMAN KATA PENGANTAR  ..........................................................  xv 
ABSTRAK  .................................................................................................   xvii 
DAFTAR ISI  ..............................................................................................  xviii 
BAB I : PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah  ..........................................................  1 
B. Rumusan Masalah  ...................................................................  8 
C. Tujuan Penelitian .....................................................................  8 
D. Manfaat Penelitian ...................................................................  9 
E. Kerangka Teori  ........................................................................  9 
F. Tinjauan Pustaka  .....................................................................  12 
G. Metode Penelitian  ....................................................................  16 
H. Sistematika Penulisan  ..............................................................  20 
BAB II : KONSEP BAGI HASIL (AKAD MUSÂQÂH) DALAM ISLAM 
A. Pengertian Akad (Perikatan)  ...................................................  22 
B. Rukun-Rukun Akad dan Syarat-Syarat Akad (Perikata)..........  23 
xx 
 
1. Rukun-Rukun Akad  ............................................................  23 
2. Syarat-Syarat Akad ..............................................................  24 
C. Bagi Hasil Menurut Islam  .......................................................  25 
1. Sistem Bagi Hasil  ..............................................................  25 
2. Pengertian Musâqâh  ..........................................................  28 
3. Dasar Hukum Musâqâh ......................................................  29 
4. Syarat-Syarat dan Rukun Musâqâh  ...................................  34 
a. Syarat-Syarat Musâqâh ................................................  34 
b. Rukun Musâqâh ...........................................................  36 
5. Hukum Musâqâh Sahih dan Fasid (Rusak) ........................  39 
a. Hukum Musâqâh Sahih ................................................  39 
b. Hukum Musâqâh Fasid (Rusak) ...................................  41 
6. Berakhirnya Akad Musâqâh ..............................................  44 
7. Hikmah dalam Musâqâh ....................................................  46 
BAB III : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  .......................................  48 
1. Sejarah Desa Kabu  ...........................................................  48 
2. Keadaan Demografi ..........................................................  51 
3. Keadaan Pendidikan dan Ekonomi ...................................  52 
B. Struktur Pemerintahan Desa  ....................................................  55 
C. Gambaran Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Perkebunan 
Kelapa Sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten 
Empat Lawang..........................................................................  56 
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Menganalisis Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap 
Kebun Kealpa Sawit .................................................................... 63 
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Pra Musâqâh ...................................... 64 
 
 
xxi 
 
 
BAB V : PENUTUP   
A. Kesimpulan ..............................................................................  79 
B. Saran  ........................................................................................  80 
DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxii 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut  .......................  51 
Table 2 : Sarana Ibadah ...............................................................................  51 
Table 3 : Sarana Pendidikan yang Ada di Desa ..........................................  53 
Table 4 : Mata Pencarian Menurut Bidangnya Masing-Masing .................  54 
Table 5 : Susunan Pemerintahan Desa ........................................................  54    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxiii 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan 
Lampiran 2 : Daftar Gambar 
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
A. Latar Belakang 
Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa 
bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antara sesama. Untuk 
memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Oleh 
karena itu, manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi 
kebutuhan tersebut, dan salah satunya adalah bertani atau bercocok 
tanam.
1
 Salah satu pembangunan pertanian secara khusus adalah untuk 
menningkatkan hasil dan mutu produk, dengan demikian diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan. 
Untuk membangun perekonomian perdesaan pemerintah daerah 
telah mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan. 
Arah kebijaksanaan sektor berkebunan ini adalah melaksanaakan area 
perluasan perkebunan dengan menggunakan perkebunan inti rakyat (PIR), 
serta memberi kesempatan kepada perkebunan swasta. Sub sektor ini dapat 
menyerap tenaga kerja, menunjang program pemukiman dan mobilitas 
penduduk serta meningkatka produksi dalam negeri maupun ekspor 
nonmigas. Perkebunan yang banyak dikembangkan di daerah Empat 
Lawang adalah perkebunan kelapa sawit dan karet. Untuk sektor  
                                                          
1
 Mubyarto, Pengantar Ilmu Pertanian, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 35. 
2 
 
 
perkebunan Pemerintah Daerah Empat Lawang menetapkan kelapa sawit 
sebagai komoditas unggulan daerah.
2
  
Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil 
(kerjasama antara pemilik tanah dan petani perkebunan kelapa sawit), 
karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. 
Pada masa kekhalifahan, sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem 
kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani perkebunan kelapa sawit ibarat 
dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggran hak-hak berbagai 
pihak, juga tidak timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang 
melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut dengan mitra 
karena keduannya terikat dalam perjanjian pengelolahan.
3
 
Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dengan sendirinya 
didalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan 
perternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri, dalam 
hal ini penulis lebih membahas kepada kerjasama dalam bentuk pertanian. 
Akad bagi hasil merupakan akad kerja sama yang bersifat mengikat, 
walapun hubungan kerja yang terjalin hanyalah janji biasa, namun kedua 
belah pihak yang terkait perjanjian kerja sama yang harus memenuhi 
aturan yang ditetapkan sebelumnya. Musâqâh merupakan kerjasama bagi 
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hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan 
demikian merupakan salah satu bentuk tolong-menolong.
4
 
Perjanjian timbul karena kesepakatan, artinya perjanjian itu terjadi 
(ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Kemudian 
perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baru dalam taraf menimbulkan 
hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik (owneship). Hal 
ini menunjukan bahwa dalam hukum perjanjian berlaku asas 
konsensualisme yang artinya suatu perjanjian dilahirkan pada detik 
tercapainya suatu perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai 
hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas.
5
 
Pernyataan kehendak ini atau dengan ijab dan qabul. Dalam 
penyampaian pernyataan ini tidak terkait dengan bahasan tertentu dan 
malah dapat dilaksanakan dengan tulisan atau isyarat dan sebagainya, yang 
penting tentunya apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak yang 
ingin melaksanakan akad dapat dipahami. Sebab nampaknya ijab dan 
qabul tiada lain jiwanya adalah sebagai perwujudan diri adanya kerelaan 
bagi masing-masing pihak yang berakad: 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perikatan bagi hasil 
ini oleh ulama fiqih ditentukan sebagi berikut: 
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1. Bahwa tanah atau kebun yang akan dilakukan bagi hasil harus 
diketahui dengan jelas, dengan cara melihat langsung atau 
memperkenalkan sifat-sifatnya. 
2. Masa yang diperlukan itu juga diketahui dengan jelas, artinya 
seperti apa sistem bagi hasil dilakukan, harus diketahui oleh 
masing-masing pihak. 
3. Perikatan itu dilaksanakan diawalnya. 
4. Imbalan yang diterima oleh pengelola harus diketahui dengan 
jelas, misalnya separo, sepertiga dan sebagainya.6 
Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dibahas 
dalam kitab-kitab fiqih, pengelolaannya dilakukan dengan berbagai 
macam cara yang dikenal dengan istilah Muzāra‟ah, mukhabarah, dan 
musâqâh. Itu merupakan bentuk dari akad atau transaksi muamalah Islam 
dalam bidang pemanfaatan tanah. 
Muzāra‟ah secara bahasa adalah berasal dari kata zara‟a, yang 
memliliki arti menaburkan benih ditanah.
7
 Kata muzāra‟ah  mengikuti 
wazan Mufaa‟alatan dari kata az-zar‟u yang sama artinya dengan al-
inbaatu (menanam, menumbuhkan).
8
 
Muzāra‟ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolahan pertanian 
antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan 
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lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan 
memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (presentase) dari hasil 
panen.
9
 
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sewa atau 
tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 
pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan 
biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.
10
 
Ulama Syafi‟iyah membedakan antara defenisi mukhabarah dengan 
muzāra‟ah, yaitu mukhabarah adalah mengelolah tanah di atas sesuatu 
yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun 
muzāra‟ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari 
pemilik tanah.
11
 
Menurut Dharin Nas, Al-syafi‟I berpendapat bahwa mukhabarah 
adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. 
Sedangkan muzāra‟ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa 
yang dihasilkan dari tanah tersebut.
12
 
Musâqâh adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan 
kepada penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat 
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sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian hasil tersebut 
dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
13
 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerja sama dalam sistem bagi 
hasil diakui keberadaannya dalam agama Islam dan bila dapat 
dilaksanakan dengan ketentuannya tentu akan dapat membantu pihak yang 
melaksanakannya. 
Desa Kabu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ulu 
Musi Kabupaten Empat Lawang yang mana kebanyakan penduduknya 
hidup dari hasil perkebunan sawit. Sistem yang dipakai petani beraneka 
ragam sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing.  
Padangan hukum Islam tentang kerjasama bagi hasil perkebunan 
kelapa sawit merupakan kerjasama yang belum sesuai dengan konsep 
Islam, karena akad yang digunakan akad lisan dan jangka waktu yang 
tidak di tentukan. Islam menganjurkan apabila bermuamalah secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis dan Islam juga 
menjelaskan bahwa dalam usaha atau sejenisnya harus memiliki jangka 
waktu yang ditentukan artinya dalam suatu perjajian harus memiliki 
jangka waktunya.
14
 Karena itu dianjurkan Islam bener-bener menjaga 
perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik, 
karena dikhawatirkan salah satu pihak lupa terhadap perjanjian kerjasama 
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yang dilakukan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat 
merugikan salah satu pihak. 
Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih 
mendalam dan luas tentang praktek bagi hasil di desa tersebut. Karena 
disana kebanyakan menggunakan bagi hasil akad musâqâh dalam 
perjanjianny, karena sebagian masyarakat memiliki kelebihan tanah atau 
kebun dan tidak bisa menggarapnya secara bersamaan maka pemilik 
kebun mengadakan perjanjian perawatan dan pengurusan kepada 
penggarap untuk mengarap area kebun yang tidak bisa atau tidak sempat 
pemilik menggarapnya dengan cara bagi hasil. Dan dalam melaksanakan 
akad antara pemilik dan penggara tidak dilakukan secara tertulis dan tidak 
ada batas waktu yang ditentukan, hal ini yang ditakutkan akan terjadinya 
unsur gharar, karena dalam fiqih muamalah harus ada batas waktu yang 
ditentukan.  
Maka dari itu, peneliti mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang 
berjudul: PRAKTIK BAGI HASIL PEMILIK DAN PENGGARAP 
KEBUN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF FIQH MU‟AMALAH (Studi 
Analisis Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, 
maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun 
kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat 
Lawang? 
2. Apakah praktik bagi hasil antara pemilik dan petani pengarap di Desa 
Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat Lawang sudah sesuai 
dengan Fiqh Mu‟amalah? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pemilik dengan pengarap 
kebun kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten 
Empat Lawang. 
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil pemilik dan pengarap kebun 
kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi kabupaten Empat 
Lawang sudah sesaui dengan Fiqh Mu‟amalah. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam 
bidang fiqh muamalah khsusunya  pengetahuan tentang praktik 
bagi hasil perkebunan kelapa sawit. 
b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian 
bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang relevan dengan tema 
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penelitian ini, khususnya tentang praktik bagi hasil perkebunan 
kelapa sawit. 
2. Manfaat Praktis 
Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penggarap berupa 
pembagian hasil panen yang sudah sesuai dengan perjanjian awal, 
karna dalam perhitungannya menggunakan bagi hasil yang jelas. 
Hal ini mengurangi kekhawatiran di masyarakat. 
E. Kerangka Teori 
Untuk memahami soal pokok permasalahan, terlebih dahulu 
penyusun mendiskripsikan pola awal agar dapat memecahkan 
permasalahan yang ada mengenai praktek bagi hasil perkebunan kelapa 
sawit di Desa Kabu Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Sumatra Selatan 
yang akan disusun secara bertahap. 
Untuk praktek bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kabu 
Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Sumatra Selatan, teori yang cocok 
diterapkan ialah teori muzāra‟ah dan musâqâh. Tapi yang lebih cocok 
digunakan antara keduanya ialah musâqâh karena disana kebanyakan 
pemilik perkebunan menyerahkan seluruhan perkerjan kepada penggarap 
untuk menggarap perkebunan tersebut.  
Musâqâh adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman 
dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau 
tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Menurut Amir 
Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah 
10 
 
 
tanaman tua, atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan 
buahnya. Perawatan disini mencangkup mengairi (inilah arti sebenarnya 
musaqah) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenan dengan 
buahnya.
15
 
Musâqâh diambil dari kata Al-Saqa, yaitu seorang yang bekerja pada 
pohon Tamar, Anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya 
supaya mendatangkan maslahat dan mendapatkan bagian tertentu dari 
hasil yang diurus sebagai imbalan.
16
 
Musâqâh adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara‟ah 
dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan 
pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu 
dari hasil panen.
17
 
Syarat-syarat Musâqâh: 
1. Ahli dalam akad. 
2. Menjelaskan bagian penggarap. 
3. Membebaskan pemilik dari pohon. 
4. Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan 
akad. 
5. Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. 
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Sedangkan rukun-rukun musâqâh menurut jumhur ulama ada 5 
yaitu:
18
 
a. Shigat, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas (Sharih) 
dan dengan samaran (Kinayah). Disyaratkan shigat dengan 
lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan saja. 
b. Dua orang atau pihak yang berakad (al-„aqidani), disyaratkan 
bagi orang-orang berakad dengan ahli (mampu) untuk 
mengelolah akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada 
dibawah pengampuan. 
c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang 
berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah 
tahunan (satu kali dalam setahun) maupun yang buahnya hanya 
satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung dan lainnya. 
d. Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan 
dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut 
kebiasaaan. Dalam waktu tersebut tanaman atau pohon yang 
diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan ialah 
pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti 
menyiram, memupuk dan memotongin ranting-ranting yang 
dapat menghambat pertumbuhan buah. 
                                                          
18
 Wahbah az-Zuhaili. Fiqh Islam wa adilatuhu, Terj. Abdul Hayyie al Kattani., hlm. 588-
591 
12 
 
 
e. Buah, hendaknya ditentukan bagian masing-masing antara 
pemilik kebun dengan penggarap apakah, seperdua, sepertiga, 
seperempat, atau ukuran yang lain. 
Dengan demikian, akad al-musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama 
pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu 
dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. 
Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah 
merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan 
kesepakatan yang mereka buat.  
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi 
dan jurnal ada beberapa kesamaan tema yang membahasa mengenai bagi 
hasil perkebunan kelapa sawit antara pemilik lahan dengan penggarap. 
Untuks dapat mendukung penelitian ini, maka peneliti akan kemukakan 
diantara selain buku-buku juga beberapa karya ilmiah yang berkaitan 
dengan penelitian ini: 
Skripsi, Lia Sri Wulandari, mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi 
Syariah Fakultas Syariah (IAIN) Surakarta, “ Bagi Hasil Dalam Sistem 
Penggarapan Sawah Maro Dan Mrapat Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus di jaten, Trasan, Juwiring, Klaten)”. Penelitian ini membicarakan 
tentang bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah maro dan mrapat 
prespektif hukum Islam. Adapun hasilnya adalah bagi hasil sistem 
penggarapan sawah di Dukuh Jaten, Desa Trasan, kecamatan Juwiring, 
13 
 
 
Kabupaten Klaten yang menggunakan dua sistem yaitu maro dan mrapat. 
Selain itu, bagi hasil sistem penggarapan sawah yang dilakuka di Dukuh 
Jaten, Desa Desa Trasan, kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten tersebut 
beberapa masyarakat belum sesuai dengan hukum islam, karena tidak ada 
keadilaan dalam proses bagi hasil. Dalam penelitian kami membahas 
tentang praktek bagi hasil pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit 
prespektif fiqh mu‟amalah (studi analisis di desa Kabu, kecamatan Ulu 
Musi, kabupaten Empat Lawang provinsi Sumatra Selatan). Terdapat 
perbedaan abtara skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu dalam hal objek 
penelitian dan lokasi penelitian dan penerapan pada sistem prakteknya.
19
 
Skripsi, Evi Tamala, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN 
Raden Fatah Palembang, dengan judul “ Sistem Bagi Hasil Getah Karet 
Pada Perkebunan Mayarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman 
Kabupaten Ogan Ilir Dalam Persfektif Ekonomi Isalm”. Adapun hasilnya 
adalah berupa sistem bagi hasil getah karet Desa Talang Seleman 
Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, dilandasi menurut adat 
kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui 
serta dijalankan oleh masyarakat Desa Talang Seleman. Cara pembagian 
hasil dilakukan dengan syari‟at Islam dengan menyebut bagian hasil 
dengan jelas seperti ½ 1/3 ¼  serta tidak terdapat unsur penipuan. 
Sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam penelitian kami 
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membahas tentang praktek bagi hasil pemilik dan penggarap kebun kelapa 
sawit perspektif fiqh mu‟amalah (studi analisis Di Desa Kabu Kecamatan 
Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan) terdapat 
perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu dalam hal objek 
penelitian dan lokasi penelitian dan penerapan pada sistem prakteknya. 
20
  
Skripsi, Muktiwati, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah (IAIN) Surakarta, “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Antara 
Gabungan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya Dan Peternak Sapi Di Desa 
Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grombongan Menurut 
Konsep Mudarabah”. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan sistem bagi 
hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan peternak sapi di Desa 
Panunggalan dalam prosesnya sera terima berlangsung dengan saling 
percaya tanpa adanya ketentuan hitam diatas putih. Adanya modal yang 
awalnya berupa seekor sapi dan kandang komunal berubah menjadi hanya 
seekor sapi dengan kandang disediakan sendiri oleh peternak atas 
kebijakan bersama untuk memudahkan pemeliharaan, usaha yang 
dilakukan peternak dalam pengelolaan ini dengan pemberian pakan, 
minum, perawatan ketika sakit. Mengenai keuntungan pembagian hasil 
30%  bagi Gapoktan dan 70% bagi peternak dilakukan secara revenue 
sharing. Dari sistem pelaksanaan telah sesuai rukun dan syarat konsep 
mudarabah, seta kerjasama yang dilakukan sudah memenuhi rukum 
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mudarabah, dan pembagian keuntungan sudah memenuhi rukun 
mudarabah. Dalam penelitian kami membahas tentang praktek bagi hasil 
pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit perspektif fiqh mu‟amalah 
(studi analisis Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat 
Lawang Provinsi Sumatra Selatan) terdapat perbedaan antara skripsi 
tersebut dengan skripsi ini yaitu dalam hal objek penelitian dan lokasi 
penelitian dan penerapan pada sistem prakteknya.
21
 
Dari berbagai penelitian diatas, terlihat bahwa ada kedekatan judul 
dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun penelitian yang di 
lakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian terdahulu. Letak 
perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak 
pada objek yang diteliti yaitu perkebun kelapa sawit, lokasi penelitian dan 
penerapan pada sistem prakteknya. Dimana pemilik lahan menyerahkan 
seluruh perkebunan kelapa sawit kepada penggarap untuk diolah. Dan 
keuntungan akan dibagi menjadi 1/3 setelah hasil panen dijual.  
G. Metode Penelitian 
Sebagaimana cara penulisan karya ilmiah, dalam penelitian ini akan 
diuraikan beberapa hal untuk mengungkap masalah atau fenomena yang 
ada atau terkait pada objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang terkait 
dengan langkah - langkah dalam penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan yang memberikan 
gambaran situasi kejadian secara sisteamatis, utuh secara aktual, 
mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta 
menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti.
22
 
Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. 
Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan pelaku yang diamati.
23
  
2. Lokasi Penelitian 
Adapun Lokasi penelitian yang akan penulis lakukan untuk 
memperoleh data dan informasi adalah pada Desa Kabu Kecamatan 
Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Karena masyarakat di desa 
Kabu kebanyakan menggunakan system bagi hasil terutama di bidang 
perkebunan. 
3. Sumber Data 
a. Data primer 
Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli. Dengan demikian, maka data primer 
dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama 
                                                          
22
Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. IV; 
Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 81.  
23
 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2000), hlm. 3.   
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berupa hasil wawancara dengan informen yang dianggap tepat 
untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang dimaksud dalam 
hal ini adalah pemilik kebun kelapa sawit dan penggarap kebun 
kelapa sawit.
24
 
b. Data sekunder 
Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 
peneliti secara tidak langsung. Artinya data tersebut satu atau lebih 
dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan bukan data yang 
diusahakan pengumpulannya sendiri oleh peneliti, yaitu data yang 
berupa bukti, catatan, laporan histori yang telah tersusun dalam 
arsip, buku ataupun media online. 
4. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk 
mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang 
diteliti.
25
 Data yang diperoleh dari hasil observasi dieksplorasi 
lebih lanjut guna memperoleh tentang gambaran praktik bagi hasil 
pemilik perkebunan kelapa sawit dan pengagrap kebun kelapa 
sawit perspektif fiqh mu‟amalah. 
b. Wawancara  
                                                          
24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:PT. 
Rineka Cipta, 2002, Cetakan.XII), hlm. 107.   
25
 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
Cet. Ke-1, 1991), hlm. 63. 
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Wawancara adalah suatu percakapan yang bertujuan untuk mencari 
masalah tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu 
pewawancara (pemberi pertanyaan) dan yang diwawancarai ( 
pemberi jawaban pertanyaan). Yang menjadi subjek dalam 
penelitian ini adalah penggap kebun kelapa sawit, pemilik kebun 
kelapa sawit dan masyarakat yang memahami tentang bagi hasil. 
Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 
wawancara semi terstruktur atau terbuka, yaitu penelitian 
menggunakan daftar pertanyaan sebagai panduan wawancara dan 
tambahan pertanyaan lain yang berkaiatan dengan penelitian. 
Kemudian dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara 
dengan :
26
  
1) Pemilik perkebunan kelapa sawit  
Bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara 
pembagian hasil keuntungan perkebunan kelapa sawit, 
pelaksanaan akad dan peran pemilik perkebunan kelapa 
sawit saat kerjasama berlangsung. 
2) Pengarap perkebunan kelapa sawit  
Untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan 
praktek bagi hasil pengarapan kebun kelapa sawit, 
pembagian keuntungan dengan akad musaqah, serta 
                                                          
26
Haris Hardiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen 
Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 31.  
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kendala-kendala yang dialami selama melakukan praktek 
pengarapan kebun kelapa sawit. 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah untuk memperjelas dan menyusun data yang 
diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan analisa deskriptif kualitatif non statistik, yaitu 
menganalisa data yang tidak berwujud angka seperti hasil wawancara, 
observasi dan pustaka lainnya untuk memudahkan dan memahami agar 
dapat dimengerti.
27
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini maka 
disusun dengan sistematika penulisan skripsi. Yang terdiri dari tiga bagian 
yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, terdiri sebagi berikut. 
Bab I yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi, sistematika 
pembahasan, dan daftar pustaka. 
Bab II dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang musâqâh 
dalam hukum Islam. Yang menjelaskan defenisi dan dasar hukum Islam, 
macam-macam musâqâh, rukun dan syarat, sistem bagi hasil dalam 
musâqâh. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Cet. 6 (Bandung: CV 
Alfabeta, 2009), hlm. 244.  
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Bab III berisikan tentang data-data hasil dari penelitian seperti, 
gambaran lokasi dan data-data yang relevan tentang praktek bagi hasil 
pemilik kebun kelapa sawit dan pengarap kebun kelapa sawit perspektif 
fiqh mu‟amalah. 
Bab VI dalam bab ini berisikan analisa tentang praktek bagi hasil 
perkebunan kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten 
Empat Lawang, dalam akad musâqâh perkebunan kelapa sawit di Desa 
Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. 
BAB V pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang 
diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan dan mengemukakan 
beberapa saran. 
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BAB II 
KONSEP BAGI HASIL (AKAD MUSÂQÂH)  DALAM ISLAM 
A. Pengertian Akad (Perikatan) 
Al-„Aqdu adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk 
melaksanakannya, dan aqad itu gabungan antara ijab dan qabul.
1
 Akad 
menurut etimologi diartikan untuk mengabungkan antara ujung sesuatu 
dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan 
mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Dan menurut istilah al-rabth 
yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 
satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambungan sehingga menjadi 
seutas tali yang satu.
2
 
Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa akad bagi hasil adalah 
suatu perjanjian yang mengikat yang terjadi pada kedua belah pihak, pihak 
pertama menyatakan ijab dan pihak kedua menyatakan qabul, yang 
kemudian timbul sebuah perjanjian akibat-akibat hukum. Yaitu timbulnya 
hak dan kewajiban pada kedua belah pihak yang berakad.  
 
 
 
 
                                                          
1
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta;Kencana Pranada Media Group, 
2010), hlm. 51. 
2
 Masjupri, Fiqh Muamalah 1 (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), Cet. 1, hlm. 63. 
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B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad (Perikatan) 
Suatu akad akan terbentuk ketika telah memenuhi rukun dan 
syarat. Hendi Suhendi, dalam bukunya  Fiqh Muamalah menjelaskan 
hukum akad meliputi hal-hal berikut:
3
 
1. Rukun-Rukun Akad 
a. Âqid ialah orang yang berakad, kepada masing-masing pihak 
terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang 
orang yang memiliki haq ( âqid ashli ) dan terkadang merupakan 
wakil dari yang memiliki haq.  
b. Ma‟qud „alaih atau Mahallu aqd ialah benda-benda yang 
diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, 
dalam akad hibab (pemebrian), dalam akad gadai, utang yang 
dijamin seseorang dalam akad khafalah. 
c. Mau‟dlu „al „aqh ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. 
d. Ṣhigat al‟aqd ialah ijab dan qabul. Yaitu dimaksud shighat al‟aqd 
ialah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan 
rukun-rukun akaq itu dinyatakan. Qabul ialah perkataan yang 
keluar dari pihak yang berakat pula yang diucapka setealh adanya 
ijab. 
 
2. Syarat-Syarat Akad 
                                                          
3
Ibid,..  
23 
 
 
Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang 
wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:
4
 
a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli), 
maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada 
dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainya 
akadnya tidak sah. 
b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
c. Akad itu diijinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid 
yang memiliki barang. 
d. Akad bukan jenis akad yang dilarang. 
e. Akad dapat memberi faedah. 
f. Ijab harus berjalanan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab 
tersebut dibatalkan sebulum adanya qabul. 
g. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan 
ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang 
demikian dianggap tidak sah. 
C. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam 
1. Sistem Bagi Hasil  
Bagi hasil merupakan perjanjian pengelolahan tanah, dengan upah 
sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengelolahan tanah itu.
5
 Bagi hasil 
                                                          
4
Abdul Rahman Ghazal, Fiqh Muamalah (Jakarta;Kencana Pranada Media Group, 2010), 
hlm. 52.  
5
Ibid.,, 
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istilah lain dar kata bahasa paron kelapa sawit, paron sendiri merupakan 
bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Kabu, dalam bidang 
perkebunan kelapa sawit. Bagi hasil juga merupakan bentuk dari bagi hasil 
yang abnyak dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabu yang merupakan 
tempat penulis untuk melakukan penelitian.  
Dalam kajian teori hukum Islam banyak teori yang dipelajari, 
dalam bidang perekonomian, jual beli, dan bagi hasil. Dalam penelitian ini 
akan membahas tentang praktek bagi hasil dalam bidang perkebunan 
dalam hukum Islam atau Fiqh Muamalah ada beberapa macam bentuk 
akad antara lain yaitu:
6
 
a. Akad Muzâra‟ah 
b. Akad Mukabarah 
c. Akad Musâqâh 
Muzâra‟ah adalah kerja pengolahan pertanian antara pemilik lahan 
dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke-
pada si penggarap untuk di tanami dan dipelihara dengan imbalan bagian 
tertentu (persentase) dari hasil panen, dan benihnya berasal dari pemilik 
kebun.
7
 Antara muzâra‟ah dan musâqâh terdapat persamaan dan 
perbedaan. Persamaannya yaitu kedua-duannya merupakan akad 
(perjanjian) bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah di dalam musâqâh 
tanaman telah ada tetapi, memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya. 
                                                          
6
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Sedangkan di muzâra‟ah, tanaman di tanam belum ada, tanahnya harus 
digarab dahulu oleh penggarapnya. 
Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan 
penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik 
tanah dan penggarap menurut kesepakan bersamam, sedangkan biaya, dan 
benihnya dari penggarap tanah.
8
 Dari pemaparan pengertian diatas dapat 
dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara akad muzâra‟ah, musâqâh dan 
mukhabarah, hanya terletak pada benih tanaman. Dalam muzâra‟ah, benih 
tanaman berasal dari pemilik tanah dan penggarap dan jika dalam 
muasqah benihnya dari pemilik tanah yang sudah siap berbuah, sedangkan 
dalam mukhabarah,  benih tanaman berasal dari penggarap. 
Seperti yang dilakukan oleh bapak Danuri si pemilik tanah dan 
bpak Suroso selaku penggarap di Desa kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan, mereka melakukan perjanjian 
bagi hasil dimana pemilik tanah bapak Danuri menyerahkan sepenuhnya 
lahan perkebunan kelapa sawit kepada bapak Suroso untuk digarap dan 
nanti hasil dari penjualnnya di bagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan 
kesepakatan awal. 
Dalam perjanjian tersebut, bapak Danuri pemilik lahan dan bapak 
Suroso penggarap melakukan perjanjian akad bagi hasil dirumah bapak 
Danuri. Dalam perjanjian tersebut, kedua belah pihak hanya melakukan 
                                                          
8
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. ke-72, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 
302.  
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akad dengan lisan tanpa adannya perjanjian tertulis. Seperti yang 
dilakukan masyarakat di Desa Kabu dalam perjanjian mereka hanya 
memegang sistem saling percaya. 
Syarat perajnjian tersebut dimana semua peralatan dan kebutuhan 
untuk merawat kebun kelapa sawit semuannya ditanggung oleh pemilik 
tanah yaitu bapak Danuri sedangkan bapak Suroso hanya bertugas 
merawat dan memanen buah kelapa sawit. Dalam waktu pelaksanaan atau 
pekerjaan bapak Suroso bekerja mulai dari Jam 08.00 WIB sampai 
menjelang sore hari sekitar jam 04.00 WIB dan itu tergantung seberapa 
luas area perkebunan.
9
 
Dalam hal ini peneliti beranggapan bahwa praktek bagi hasil antara 
pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit dalam bidang memelihara 
perkebunan yang dalam fiqih muamalah disebut istilah akad al- musâqâh. 
2. Pengertian Musâqâh 
Musâqâh adalah bentuk dari mufa‟alah dari Saqyu”pengairan”, dan 
bentuk mufa‟alah  ini tidak mengandung arti seperti biasanya. Artinya 
adalah memperkerjakan seseorang untuk memeliharan dan menjaga kebun 
kurma atau anggur atau lainnya dengan imbalan yang ditentukan dari 
hasilnya.
10
  
                                                          
9
Hasil wawancara dengan bapak Suroso (penggaarap kebun kelapa sawit), pada tanggal 
05 januari 2019 
10
 Masifuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta; CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 129. 
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Musâqâh adalah kerjasama (syirkah) antara pemilik pohon dengan 
pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut 
kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga dan sejenisnnya.
11
 
Menurut Ulama Syafi‟iyah, mendefenisikan al-musâqâh ialah, 
memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur 
kepada orang lain untuk kesenangan keduannya dengan menyiram, 
memelihara, dan menjagannya dan pekerja memperoleh bagian tertentu 
dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut.
12
 
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa musaqah adalah suatu 
akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan 
dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, 
sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut 
dibagi diantara mereka berdua. Namun, Syafi‟iyah keliatannya membatasi 
perjanjian musâqâh ini hanya dalam pohon kurma atau anggur saja, tidak 
diperluas kepada semua pepohonan.
13
 
Sedangkan menurut Jumur Ulama dalam hukum Islam, dinyatakan 
bahwa musâqâh adalah  seorang menyerahkan suatu tumbuhan (pohon) 
kepada seorang yang lain untuk menyiraminya dan mengurusnya dengan 
perjanjian akan mendapatkan bagian tertentu dari buahnya.
14
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3. Dasar Hukum Musâqâh 
Bagi hasil musaqah tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa ada 
dasar-dasar hukum yang membolehkanya, musaqah ini disyariatkan 
berdasarkan sunnah Nabi SAW. Para ahli fiqih kebanyakan berpendapat 
membolehkan musaqah, karena melihat hal ini sangat dibutuhkan dan 
terdapat hikmah didalam kebolehan kerjasama ini.
15
 
Akan tetapi kebanyakan ulama, hukum musâqâh itu boleh atau 
mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw: 
 
Artinya:
16
 “Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah 
memberikan kebun beliau kepada penduduk Khainbar agar 
dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan 
memperoleh dari penghasilannya, daik dari buah-buahan maupun 
hasil tanaman” 
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Chairuman Pasaribu K. Lubis. Hukum Perjanjian dalam Islam. (Jakarta: Sinar Grafika, 
1996) hlm. 61.  
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 Al-Imam Abi-Husain Muslimbin al-Hijaji al-Quraisi an-Nai Sabury, Shahi Muslim, 
1186. 
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Musâqâh menurut ulama Hanafiyah sama seperti Muzâra‟ah baik 
dari hukum maupun persyaratan yang memungkinkan terjadinya musâqâh. 
Menurut ulama Hanafiah hukum musaqah yang sahih sebagai berikut:
17
 
a. Segela keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap.  
b. Pembiayaan atas tanam dibagi antara pengarap dan pemilik tanah. 
c. Hasil yang diperolah dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. 
Antara lain didasarkan hadis: “kaum muslimin berdasarkan syarat 
diantara mereka” ( H.R Hakim dari Anas dan Siti Aisyah ) 
d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan 
bersama, tetapi jika tidak ada kesepakatan pengaraplah yang paling 
bertangung jawab menyiram dan menjaga tanaman. 
e. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah 
di tetapkan. 
f. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, 
penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad 
didasarkan pada waktu. 
Abu Yusuf dan Muhammad (dua sahabat Abu hanifah), dan 
jumhur ulama (Imam maliki, Imam Syari‟I, dan Imam Ahmad) 
membolehkan musâqâh yang didasarkan muamalah Rasulullah SAW 
bersama orang Khaibar.
18
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Asas hukum musâqâh ialah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh 
Imam dari Ibnu Amr.r.a., bahwa Rasulullah Saw, bersabda: 
 
Artinya”memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari 
penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanah). Pada riwayat 
lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada 
Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan setengahnya 
untuk Nabi.” 
Sedangkan menurut Abu Ja‟far Muhammad bin Ali Husain bin 
Abu Thalib r,a bahwa Rasulullah SAW telah telah menjadikan penduduk 
Khaibar sebagai penggarap dan memelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini 
dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka 
sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan ¼. Semua telah dilakukan oleh 
Khulafaur rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak yang 
telah mengetahuinya, akan tetapi tidak ada prang menyanggahnya, berarti 
ini adalah ijma‟ sukuti (consensus dari umat).19  
Berdasarkan hadis-hadis diatas tersebut maka Jumur Ulama 
sepakat menjadikan hadis Nabi SAW bagi hasil yang berlangsung di 
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 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Penerbit Kencana, cetakan ke 1, 2012), hlm. 
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Khaibar tersebut sebagai landasan hukum kebolehan musâqâh. Disamping 
itu akad musâqâh dibutuhkan oleh manusia karena untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk social antara sesama 
manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang 
mampu. Dengan demikian pihak pertama memerlukan pengarap 
sedangkan pihak kedua memerlukan pekerjaan.
20
Hal ini sesuai dengan 
firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu: 
                       
              21 
Artinya: “ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa 
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 
Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah:2). 
Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada setiap 
orang-orang yang beriman untuk memenuhi janji-janjinya yang telah 
diikrarkan, baik janji prasetya hamba kepada Allah SWT maupun janji 
yang dibuat antara manusia seperti yang bertali dengan perdagangan, 
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perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat 
Allah.
22
 
4. Syarat-Syarat, dan Rukun Musâqâh 
a. Syarat-Syarat Musâqâh 
Beberapa syarat-syarat yang ada dalam musâqâh yaitu:
23
 
1) Ahli dalam akad. Dalam hal ini aqidain harus berakal. Menurut 
Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut 
ulama yang lain, baligh menajdi syarah sahnya musâqâh. 
2) Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. 
3) Membebaskan pemilik dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah 
atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan 
dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan 
pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad 
musâqâh menjadi batal atau fasid. 
4) Kepemilikan bersama dalah hasil yang diperoleh. Yakni hasil 
yang diperoleh dibagi antara pemilik dan penggarap dengan 
kadar pembagian yang jelas. 
5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. 
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Syarat dalam melaksanakan musâqâh atau bagi hasil, seperti yang 
dikemukakan oleh Sayyaid Sabiq dalam Fiqh sunnah adalah sebagai 
berikut: 
a) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil musâqâh itu 
harus diketahui dengan pengelihatan atau sifat yang tidak 
berbeda dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak 
diketahui hukumnya tidak sah. 
b) Bahwa masa musâqâh diketahui karena ia merupakan akad 
lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur gorar (penipuan) di 
dalamnya. 
c) Hendaknya akad musaqah dilakukan sebelum tampak buahnya, 
karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan. 
d) Hendaknya musaqi ( penggarap) mendapatkan bagian tertentu 
dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian.
24
 
Ketika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad 
musâqâh tidak sah atau batal. Dapat disimpulkan dari syarat-syarat diatas 
bahwa akad musâqâh adalah bahwa pemilik perkebunan kelapa sawit 
menyerahkan sepenuhnya kepada pengarap untuk merawat dan digarap, 
dan dimana hasilnya yang diperoleh ketika penjualan hasil panen dibagi 
sesuai kesepakatan antara pemilik kebun dan pengarap seperti kesepakatan 
awal akad. 
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b. Rukum Musâqâh 
Terdapat perbedan pendapat dikalangan ulama fiqh terhadap 
rukun-rukun musâqâh. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang 
menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan 
qabul dari petani panggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.
25
 
Sedangkan menurut ulama Syari‟iyah mensyaratkan dalam qabul 
dengan lafazh (ucapan) dan ketentuan didasarkan kebiasaan umum.
26
 
Sedangkan menurut Jumhur ulama menetapakan rukun musâqâh ada 5 
yaitu: 
1) Dua orang yang berakad (al-aqidani).  
Al-aqidani disyaratkan harus balig dan berakal. 
2) Objek musâqâh 
Menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti 
kurma. Akan tetapi sebagian ulama hanafiyah membolehkan semua 
pohon karena membutuhkan pengurusan dan siraman. Ulama 
Malikiyah berpendapat bahwa objek musaqah adalah tumbuhan, 
seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akaryang tetap 
ditanam, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lainnya serta dengan 
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dua syarat: Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual 
belikan dan akad ditentukan dengan waktu tertentu. 
3) Buah  
Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua belah pihak. 
4) Pekerjaan  
Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika disyaratkan pemilik 
harus bekerja atau dikerjakan bersama-sama, maka akad menjadi tidak 
sah. 
5) Şhigat (ucapan ijab dan qabul). 
Menurut ulama Syafi‟iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata ijarah 
(sewaan) dalam akad musaqah sebab berlainan akad.
27
 
Menurut Ulama Syafi‟iyah ada beberapa syarat yang harus di 
penuhi dalam rukun-rukun musâqâh, sebagai berikut: 
a) Şighat, ijab qabul yang kadang-kadang berupa terang-terangan 
dan kadang mendekati terang (sindiran). 
b) Dua orang yang berkerjasama (aqidaini) sebab perjanjian 
kerjasama musâqâh tak bias terwujud kecuali dengan adanya 
pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan 
agar benar-benar memiliki kelayakan kerja sama, karean 
kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil 
sebagimana yang dijelaskan di bab jual beli. 
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c) Adanya sasaran penggarap yaitu pohonnya, sebab kerjasama 
musâqâh tidak terwujud kecuali dengan adannya pohon tersebut. 
d) Adannya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama musâqâh 
tidak akan terwujud tanpa adannya pekerjaan yang akan dimulai 
dari penggarapan sampai masa panen.
28
 
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, yang menjadi 
kewajiban musaqi (pekerja) bagi hasil musaqah adalah mengerjakan aoa 
saja yang dilakukan pohon/tanaman agar pohon itu dapat mendatangkan 
hasil atau buah. Untuk pohon yang musiman setiap tahun pekarja bertugas 
menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon 
(bagaimana agar pohon itu dapat tumbuh dengan baik) memelihara 
buahnya dan sebagainya. Ulama sepakat bahwa yang menjadi tugasnya 
pekerja secara umum ialah menyiram dan membuahkan.
29
 
Jadi tugas pekerja yang pokok atau penggarap adalah mengerjakan 
sebagaimana layaknya, agar pohon atau tanaman itu dapat berbuah baik 
sebagainya lazimnya dilakukan. Apabila dalam kerjasama bagi hasil 
musaqah ini atau penggarap yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya 
desebabkan suatu halangan, seperti karena sakit yang tidak mungkin dapat 
mengerjakan pekerjaan seperti yang telah disepakati dengan pihak pemilik 
kebun maka musaqahnya batal. Hal ini berlaku apabila dalam musaqah 
disyaratkan bahwa musaqi harus menggarapnya sendiri, bila syarat itu 
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tidak disyaratkan kepadanya maka musaqah tidak rusak, akan tetapi 
musaqi harus mencari orang yang sanggup menggantikan dirinya.
30
 
c. Hukum Musâqâh Sahih dan Fasid ( Rusak ) 
1) Hukum Musâqâh Sahih  
Ada beberapa hukum musaqah sahih menurut para ulama. Menurut 
ulama Hanafiyah hukum sahih yaitu: 
a) Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon 
diserahkan kepada penggarap, sedang biaya yang diperlukan 
dalam pemeliharaan dibagi dua. 
b) Hasil musâqâh dibagi berdasarkan kesepakatan. 
c) Jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak 
mendapatkan hasilnya. 
d) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, 
pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin 
salah satunya. 
e) Pemilik boleh memaksa pengarap untuk bekerja, kecuali udzur. 
f) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati. 
g) Pengarap tidak memberikan musâqâh kepada pengarap lain, 
kecuali diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, pengarap awal 
tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan pengarap kedua 
berhak mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan.
31
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Menurut ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-
hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah. Namun demikian, mereka 
berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepada tiga 
bagian, yaitu sebagai berikut: 
(1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib 
dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan. 
(2) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, 
tidak wajib dibenahi oleh penggarap. 
(3) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah 
kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat 
garapan, dan lain-lainnya.
32
 
Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama 
Malikiyah dalam membatasi pekerjaan pengarap, dan sedangkan 
menambah bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah 
kewajiban pengarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah 
kewajiban pemilik tanah.
33
 
Berdasarkan dari beberapa pendapat para ulama bahwa dapat 
disimpulkan hukum musaqah dikategorikan sahih apabila antara pemilik 
dan penggarap mempunyai batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai 
dengan kesepakatan bersama agar tidak bisa sewenang-wenang dalam 
perjanjian akad musaqah yang dilakukan salah satu pihak. 
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2) Hukum Musâqâh  Fasid (Rusak) 
Akad musâqâh menjadi fasid kerena tidak terpenuhi salah satu 
syarat yang telah ditentukan syara‟. Menurut ulama Hanafiyah, hal-hal 
yang menyebabkan fasih-nya akad musaqah sebagai berikut: 
a) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah 
satu saja. Dalam hal ini maka syirkah menjadi tidak ada. 
b) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh 
untuk salah satu pihak. 
c) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan 
penggarapan. 
d) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap 
karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman 
sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban 
kedua belah pihak. 
e) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil 
menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan 
musâqâh. 
f) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah 
selesainya masa perjanjian musâqâh. 
g) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah 
tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena 
hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan 
akad musâqâh. 
40 
 
 
h) Musâqâh di garap oleh banyak orang sehingga penggarap 
membagi lagi kepada penggarap lainnya.
34
 
Dampak musâqâh fasid menurut ulama Malikiyah jika musâqâh 
rusak sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila 
musâqâh rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan musâqâh, 
penggarap berhak mendapatakn upah atas pekerjaanya, baik sedikit 
maupun banyak.
35
 
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah menyebutkan 3 dampak dari 
musâqâh fasid: 
(1) Pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja. 
(2) Semua hasil adalah hak pemilik kebun. 
(3) Jika musaqah rusak, penggarap berhak mendapatkan upah.36 
Dari pendapat diatas yang menyebabkan akad musâqâh fasid 
(rusak) adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui 
bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang 
dalam jumlah yang ditentukan. Mensyaratkan pemilik ikut serta 
melakukan pengarapan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain 
selain pohon yang disepakati. 
Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apa saja yang boleh 
menjadi objek musâqâh. Menurut Imam Maliki, musâqâh dibolehkan 
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untuk semua pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, 
dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan diperbolehkan pula untuk 
pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dan keadaan 
pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
37
 Menurut 
penganut mazhab Hanbali, musâqâh diperbolehkan untuk semua pohon 
yang buahnya dapat dimakan. 
Dari pendapat ulama dapat disimpulkan yang diperbolehkan dalam 
akad musâqâh ialah diperbolehkan untuk semua jenis pepohonan yang 
memiliki akar kuat seperti pohon delima, zaitun, karet dan sawit. Serta 
berlaku juga bagi pohon yang tidak berakar kuat, seperti semangka selagi 
itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi objek musâqâh. 
d. Berakhirnya Akad Musâqâh 
Menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa musâqâh 
sebagaimana dalam muzara‟ah dianggap selesai dengan adanya tiga 
perkara: 
1) Berakhirnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
yang berakad. Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan 
apa-apa, penggarap boleh berhenti. Tetapi, apabila penggarap 
meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati maka ia 
tidak menerima upah.  
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2) Meninggalnya salah seorang yang berakad. Jika kedua orang yang 
berakad meninggal, yang paling berhak meneruskan yaitu akhi 
waris penggarap. 
3) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya uzur. 
Diantara uzur yang dapat membatalkan musâqâh: 
a) Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan 
akan mencuri buah-buahan yang digarapnya. 
b) Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja.38 
Sedangkan menurut ulama malikiyah berpendapat bahwa musâqâh 
dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang pencuri, tukang 
zalim atau tidak bekerja. Penggarap boleh memburuhkan orang lain untuk 
bekerja. Malikiyah beralasan bahwa musâqâh adalah akad yang lazim 
yang tidak dapat dibatalkan karena adanya uzur, juga tidak dapat 
dibatalkan dengan pembatalan sepihak sebab harus ada kerelaan diantara 
keduannya.
39
 
Menurut Ulama Syafi‟iyah musaqah tidak batal dengan adanya 
uzur, walapun diketahui bahwa penggarap berkhianat. Tetapi, pekerjaan 
diwarikan oleh seorang pengawas sampai penggarap menyelesaikan 
pekerjaan. Musâqâh dipandang batal jika penggarap meninggal, tapi tidak 
dianggap batal jika pemilik meninggal.
40
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Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musâqâh sama dengan 
mujara‟ah, yakni termaksud akad yang dibolehkan, tapi tidak lazim. Jika 
penggarap meninggal, musâqâh dipandang tidak rusak, tetapi dapat 
diteruskan oleh ahli waris. Bila ada uzur yang tidak menyebabkan batalnya 
akad, misalnya penggarap lemah mengelola amanat, pekerjaan diberika 
kepada oranglain, tapi tanggung jawab ditangan penggap, sebagaimana 
pendapat ulama Safi‟iyah. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa musâqâh 
dipandang selesai dengan habisnya waktu.
41
 
e. Hikmah dalam Musâqâh 
Ada orang yang kaya memiliki tanah dan ditami pohon kurma serta 
pohon-pohon lainya, akan tetapi dia tidak mampu untuk penggarap pohon 
itu karena suatu halangan yang memberatkanya. Maka alangkah 
bijaksananya mengadakan perjanjianya pada oranglain untuk menggarap 
tanah yang ditanami pepohonan kurma dan lainya. Yang dapat memberi 
pertolongan dan membantu meringankan perekonomianya. Dalam hal ini 
ada beberapa hikmah yang dapat diambil: 
1) Mengurangi kemiskinan dari orang-orang yang belum dapat 
mencungkupi kebutuhanya. 
2) Saling tolong menolong. 
3) Saling tukar manfaat diantara manusia. 
4) Menjalin tali silaturahmi sesama manusia. 
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Disamping itu ada faedah lainya bagi pemilik pohon, yaitu karena 
pemeliharaan telah bekerjasama merawat pohon hingga menjadi besar. 
Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta, kasih saying, antar sesama 
manusia, maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk 
kemaslahatan, sehingga apa yang diperbolehkan mengandung faedah yang 
besar.
42
 
Bahwasanya dalam akad musâqâh memiki hukum tersendiri, syarat 
dan rukun yang harus dipenuhi, adapun hikmah melaksanakan akad 
musâqâh yaitu dapat meringankan dan membantu kemiskinan dari orang-
orang yang miskin sehingga dapat mencukupi kebutuhanya. 
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa bagi hasil dalam bidang 
memelihara perkebunan ini adalah akad musâqâh sebuah bentuk 
kerjasama antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun dan penggarap 
dengan tujuan agar kebun tersebut dapat dipelihara dan dirawat sehingga 
memberikan hasil yang maksimal. 
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  BAB III 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Desa Kabu 
Desa Kabu mulanya adalah daerah yang berhutan lebat 
sebelum menajdi sebuah desa. Sebelum pemekarannya desa ini di 
huni oleh beberapa kelompok masyarakat untuk menjadikan tempat 
tinggal dan tempat membuka area perkebunan. Dengan seiringnya 
perkembangan penduduk yang semakin bertambah banyak, apalagi 
semenjak pemekaran dan pemisahan antara Kabupaten, yang 
dulunya wilayah ini menjadi wilayah Kabupaten Lahat dan setelah 
pemekaran atau memisahkan diri untuk membentuk wilayah sendiri 
menjadi Kabupaten Empat Lawang. Maka desa Kabu ini seiring 
waktu sudah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah desa.
1
 
Keadaan desa Kabu secara administratif adalah salah satu 
desa dalam wilayahnya termasuk dalam Kecamatan Ulu Musi. 
Letak desa Kabu (Muara Kalangan) dapat dibilang cukup jauh dari 
Kabupaten kota yaitu Kabupaten Empat Lawang dan kota Tebing 
Tinggi. Karena desa Kabu ini mendekati wilayah perbatasan antara 
Sumatra Selatan dengan wilayah Bengkulu. Sedangkan dengan 
Kecamatan Ulu Musi jaraknya sekitar 3,5 Km, dengan demikian 
dilihat dari jaraknya desa Kabu termaksud desa terpencil sehingga 
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tidak mudah untuk aparat pemerintah Kabupaten untuk 
menjangkau wilayah desa Kabu. 
Walaupun keadaan desa dilintasi oleh jalan alternatif yang 
menghubungkan Kabupaten Empat Lawang dengan Provinsi 
Bengkulu, jangka waktu yang jauh dengan Kota berkisar 1,5 jam 
waktu yang ditempuh untuk mencapai desa kabu. Hal ini yang 
membuat masyarakat sekitar lebih mengandalkan sektor pertanian 
dari pada pekerja lainnya.  
Walaupun ada sektor pertanian seperti sawah tetapi 
masyarakat setempat lebih mengandalkan sektor perkebunan selain 
yang mayoritas area perkebunan, dan hasilnya lebih 
menguntungkan dari pada sektor pertanian. Sejak dari awal 
pembukaan lahan masyarakat sudah bekerja sebagai penggarap 
kebun. Bahkan ada yang membuat rumah di kawasan perkebunan 
tersebut, alasannya mereka membauat pemukiman di area kebun 
karena mereka lebih dekat dengan kebun dan bisa merawat dan 
menjaga kebun. Apalagi ketika, masa penanaman pohon sawit ini 
masih rapuh dan mudah di rusak oleh binatang pemakan umbi-
umbian seperti babi hutan.
2
 
Daerah ini terdiri dari perbukitan, daratan dan sungai didesa 
kabu ini terbapat perkebunan berupa kopi, dan kelapa sawit akan 
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tetapi kebanyakan masyarakat setempat lebih memilih perkebunan 
kelapa sawit ketimbang kebun kopi. Karena, waktu memanennya 
lebih cepat sawit dari pada kopi, kalo sawit bisa di panen sebulan 
sekali sedangkan kopi harus menunggu selama 6 bulan sampai 1 
tahun. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 
penghasilan pokok masyarakat di desa Kabu terletak pada 
perkebunan kelapa sawit, dan lahan kosong yang terdapat di desa 
Kabu yang masih berbentuk hutan yang belum dibukak untuk area 
perkebunan. 
Sedangkan batas-batas Desa Kabu sebagai berikut:
3
 
a. Sebelah Timur dengan batasan Desa Batu Lintang 
b. Sebelah Selatan dengan batasan Desa Simpang Perigi 
c. Sebelah Utara dengan batasan Desa Galang  
d. Sebelah Barat dengan desa Teluk Bengkulu 
Secara geografis desa kabu menempati wilayah seluas 
3.768 Hektar, dengan bentuk topografi tanah berbentuk daratan, 
pegunungan dan sungai.  
Luas wilayah desa terperinci sebagai berikut: 
                                                          
3
Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi (Kepala Desa Dusun Kabu) pada tanggal, 01 
Januari 2019, jam 09.00-11.00 WIB.  
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1) Luas Tanah Sawah    : 7 
 ha 
2) Luas Tanah Perkebunan/Kehutanan  : 2450 
 ha 
3) Luas Tanah Pekarangan    : 64 
 ha 
4) Luas Tanah Sawit Plasma   : 193 
 ha 
5) Luas Tanah Sawit Inti    : 215 
 ha 
6) Luas Tanah Desa     : 769 
 ha 
7) Lain-lain      : 70 
 ha 
 
2. Keadaan Demografi 
Keadaan tanah di desa Kabu ini adalah tanah yang sedikit 
gambut atau tanah hitam, serta beriklim panas dengan kondisi tanah 
seperti ini maka mata pencarian yang paling sesuai ialah dengan 
cara berkebun, karena tidak membutuhkan air yang banyak. 
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Meskipun mata pencarian masyarakat desa kabu bukan hanya 
petani, mereka juga ada yang jadi pedagang dan pegawai negri.
4
 
Penduduk desa Kabu berjumlah 873 jiwa, yang terdiri dari: 
a. Jumlah penduduk laki-laki : 459 jiwa 
b. Jumlah penduduk perempuan : 414 jiwa 
Mayoritas penduduk pada desa Kabu berjenis kelamin laki-
laki dengan jumlah 459 jiwa. Dengan demikian penduduk berjenis 
perempuan sebanyak 414 jiwa. 
Penduduk desa Kabu terdiri dari berbagai suku, seperti 
suku melayu, suku jawa dan suku batak, suku melayu merupakan 
suku yang berasal di daerah tersebut. Sehingga, mayoritas suku 
melayu yang tinggal di desa Kabu dan segelintir suku lainnya yang 
tinggal disana. Dan jumlah penduduk menurut pemeluk agama dan 
sarana peribadahan dapat kita liat pada table di bawah ini: 
Table I 
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut 
Agama Jumlah 
Islam  873 
Kristen - 
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 Hasil wawancara dengan Bapak Fauzi (Kepala Desa Dusun Kabu) pada tanggal, 01 
Januari 2019, jam 09.00-11.00 WIB. 
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Katolik - 
Hindu - 
Budha - 
Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kabu Tahun 2018 
Disi kita lihat penduduk desa Kabu, mayoritas memeluk 
agama Islam. Berdasarkan table diatas bahwa desa Kabu memeluk 
agama Islam semua. Seperti halnya tempat Ibadah hanya terdapat 
Masjid dan Musolah. Dapat kita lihat dari table seabgai berikut: 
Table II 
Sarana Ibadah 
Tempat Ibadah Jumlah 
Masjid 1 
Musolah 3 
Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kabu Tahun 2018 
Mayoritas atau keseluruhan penduduk desa Kabu beragama 
Islam tidak heran kalo masyarakat desa kabu dalam segi agama 
100% mayoritas memeluk agama Islam, karena disana jumlah 
imigran atau orang pendatang dari wilayah lain sangat minim 
bahkan jarang. 
51 
 
 
Mereka hidup bergotong-royong, dan selalu hidup rukun 
dan damai. Hal ini berkat usaha para tokoh agama dan semua 
masyarakat yang menerapkan rasa tolong-menolong dan rasa 
saling menghargai. Masyarakat di desa Kabu sudah memiliki 
fasilitas pendukung dalam hal beribadah. Hal ini, seperti yang 
tertera di dalam table diatas, yang memiliki satu masjid dan tiga 
musolah. 
3. Keadaaan Pendidikan dan Ekonomi 
a. Pendidikan  
Pendidikan bagi masyarakan Desa Kabu Kecamatan 
Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu 
aspek yang berperan penting dalam meningkatakn kualitas 
hidup manusia dalam mencapai kehidupan yang layak. 
Melihat kondisi seperti sekarang ini keadaan pendidikan Desa 
Kabu sudah dapat dikatakan cukup baik. 
Kualitas sumber daya manusia adalah faktor 
pendorong dari kemajuan dan perkembangan daerah. Untuk 
meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan pendidikan 
atau sarana pendidikan yang memadai. Seiring dengan 
kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian 
masyarakat untuk lebih mengenal dunia pendidikan. Karena 
dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Kabu akan 
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hal pendidikan dapat mengubah taraf hidup mereka dari 
keterbelakangan menjadi maju disegala bidang. 
Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adannya 
lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta 
usaha-usaha lain yang menjadikan pendidikan kejenjang yang 
lebih tinggi. Walapun harus menempun sampai keluar kota. 
Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di desa Kabu 
sebagai berikut: 
Table III 
Sarana Pendidikan Yang Ada di Desa Kabu 
Jenis Lembaga Pendidikan Jumlah  
TK 2 
SD Negeri 1 
Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kabu Tahun 2018 
Berdasarkan table tersebut menunjukan bahwa sarana 
pendidikan yang terdapat di desa Kabu dapat digunakan 
sebagai sarana belajar dan mengajar dengan tujuan 
mencerdaskan dan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. 
b. Ekonomi  
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Masyarakat desa Kabu mempunyai adat kebiasaan 
sejak dahulu sampai sekarang mereka mata pencarian sebagai 
petani, sebagai sumber perekonomian yang paling utama bagi 
mereka. Untuk mengetahui keadaan dan kondisi ekonomi 
melalui mata pencarian masyarakat di desa Kabu, maka akan 
di paparkan di table sebagai berikut: 
Table IV 
Mata Pencarian Menurut Bidangnya Masing-Masing 
Mata Pencarian Jumlah  
Petani  742 
Pedagang  34 
PNS 20 
Montir  8 
Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kabu Tahun 2018 
Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa kebanyakan 
masyarakat di desa Kabu mata pencarian mereka adalah 
petani walapun ada beberapa yang memiliki penghasialan 
seperti pedagang, pns dan montir, tetapi masyarakat di desa 
Kabu mensejahterahkan perekonomian dengan cara bertani. 
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B. Struktur Pemerintah Desa 
Desa Kabu adalah salah satu lembaga pemerintahan yang 
wilayahnya lebih rendah, serta memiliki wewenang dan tugas menjalankan 
pemerintahan yang lebih rendah. Sedangkan susunan organisasi 
pemerintahan desa Kabu ialah sebagai berikut: 
Table VI 
Susunan Struktur Pemerintah Desa Kabu 
Nama  Jabatan  
Fauzi  Kepala Desa 
Jon   Sekertaris Desa 
Zainal Kaur Pemerintahan 
Reno Kaur Umum 
Rohayah Kaur Keuangan 
Arpan  Seksi Pembangunan 
Ustad Maimudin Modin  
Sumber: Data dari Kantor Kepala Desa Kabu Tahun 2018 
Dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya, luran dan 
segenap perangkat desa diawasi oleh BPD (Badan Perwakilan Desa). Dan 
tiap-tiap pengurus memiliki tugas dan perannya masing-masing.  
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C. Gambaran Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Perkebunan Kelapa 
Sawit di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawing 
Sumatra Selatan  
Sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber 
penghasilan bagi masyarakat di Desa kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan, karena sebagian mereka 
memiliki lahan perkebunan yang luas. Hal ini yang menjadi faktor bagi 
masyarakat di Desa Kabu untuk melakukan akad bagi hasil/paron. 
Di desa Kabu kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang 
terdapat banyak lahan pertanian. Salah satunya lahan pertanian yang 
menjadi kebanyakan masyarakat kabu untuk melakukan perjanjian bagi 
hasil ialah perkebunan kelapa sawit salah satunya lahan milik bapak 
Danuri yang memiliki luas 41 ha yang menjadi obyek dalam penelitian 
ini.
5
 
Dari hasil pengamatan penulis bahwa yang melakukan bagi hasil 
itu kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian atau 
perkebunan, tetapi mereka ahli dalam merawat dan menggarap lahan 
pertanian. Apalagi masyarakat, yang tidak memiliki lahan pertanian 
mereka sangat membutuhkan penghasilan.  
Untuk mencukupi kebutuhannya, jadi melakukan perjanjian bagi 
hasil dengan pemilik tanah perkebunan. Sedangkan bagi pemilik lahan ini 
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Hasil wawancara dengan bapak Danuri (pemilik perkebunan kelapa sawit)  pada tanggal  
03 januari  2019.  
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bisa menjadi alternatife supaya kebun yang dimiliki tidak menjadi lahan 
yang mati karena tidak ada yang mengurus dan menggarapnya. Dengan 
demikian, pemilik lahan bisa menyerahkan lahannya untuk diurus oleh 
penggarap dan melakukan perjanjian bagi hasil yang sama-sama 
menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak. 
Pemilik kebun menyerahkan kebun sawitnya yang sudah siap di 
panen kepada penggarap sekitar umur 4 tahun dan sudah memanen buat 
pertama kali yang biasannya disebut panen buah pasir. Pelaksanaan bagi 
hasil/paron yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kabu ini mempunyai 
aturan, yang mana penggarap dengan pemilik kebun kelapa sawit memiliki 
aturan atau perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Peralatan penggarap seperti dodos kecil dodos besar, pisau 
egrek, angkong, batu asah, ganco dan tojot. Sebua peralatan 
yang dibutuhkan untuk memanen buah kelapa sawit ini di 
tanggung oleh pihak pemilik kebun. 
2. Waktu pelaksanaan memelihara dan megelolah yaitu dilakukan 
pada pukul 08:00 wib sampai menjelang sore hari, berkisar 
pukul 04:00 wib. Sesuai dengan luasnya area perkebunan. 
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3. Serta biaya perawatan dan pengelolahan sampai masa panen 
tiba, yang akan di tanggung oleh pemilik perkebunan kelapa 
sawit.
6
 
Dengan adanya kesepakatan dan perjanjian diatas, maka dasar 
saling membutuhkan berlaku bagi pemilik kebun maupun penggarap 
dengan kesepakatan keduannya. Bahwa pelaksanaan akad bagi hasil 
didasari suka sama suka tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ini 
yang dilakukan oleh pemilik kebun di Desa Kabu. 
 Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mendorong pemilik atau 
pun penggarap untuk melakukan bagi hasil: 
Faktor pendorong bagi pemilik untuk melakukan perjanjian bagi 
hasil:  
a. Kekurangan tenaga pekerja atau penggarap. 
b. Luasnya area perkebunan. 
Faktor pendorong bagi penggarap untuk melakukan perjanjian bagi 
hasil: 
1) Ingin mendapatkan pekerjaan. 
2) Ingin menambah penghasilan. 
Karena rata-rata mata pencarian mereka adalah petani maka bagi 
hasil ini yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa kabu. 
                                                          
6
 Hasil wawancara dengan bapak Danuri ( pemilik area perkebunan kelapa sawit) pada 
tanggal 03 Januari 2019.  
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Terkadang pemilik lahan memperbolehkan petani penggarap membangun 
rumah di area perkebunan jika si petani tidak memiliki tempat tinggal atau 
ada yang masih numpang ataupun ngontrak agar meringankan serta 
mempermudah petani agar dapat mengurus kebun dengan baik tidak 
menggeluarkan uang banyak, karena terkadang letak kebun dengan desa 
jauh. 
Tetapi dalam pratek kerjasama bagi hasil pekebunan kelapa sawit 
dilakukan antara pemilik dan penggarap kebun kelapa sawit dilakukan 
secara lisan (tidak tertulis) dan tanpa saksi hanya didasari saling percaya, 
sedangkan batas waktunya tidak ditentukan. 
Mengenai pembagian hasil di bagi 2 atau bisa juga dari hasil panen, 
tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik dan 
penggarap kebun kelapa sawit, ini dilakukan atas kebiasan masyarakat 
setempat ( adat ).  
Di dalam suatu perjanjian pasti ada yang namanya sah atau 
tidaknya dari suatu perjanjian. Maka akan di jelaskan sebagai berikut: 
a) Akad dan Ijab Qabul 
Akad disini merupakan suatu ungkapan perjanjian dari 
segala hal yang berhubungan dari pelaksanaan bagi hasil 
perkebunan kelapa sawit antara pemilik dan petani penggarap 
kebun kelapa sawit. Yang bertujuan supaya adanya kesepakatan 
dikedua belah pihak. 
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Setelah semuanya dijelaskan maka langsung terjadi 
negosiasi untuk menyetujui perjanjian atau akad, seringkali petani 
mempertanyakan bagiannya dari hasil yang akan dibagi antara 
penggarap dan pemilik tanah ketika musim panen. Biasanya, 
pemilik kebun memberi 1/3 yang ditawarkan jumlah bagi hasilnya 
antara petani penggarap dengan pemilik. Penjelasan mengapa 
ditawarkan 1/3 ini 1 buat petani penggarap, 1 buat pemilik tanah, 
dan yang 1 lagi untuk membeli pupuk agar bisa memberi nutrisi 
untuk sawit agar bisa berbuah sesuai yang diinginkan. Misalnya 
dari hasil penjualan kelapa sawit harga bersinya yang diperoleh Rp. 
600/kg, maka pembagiannya Rp. 200/kg buat petani, Rp. 200 buat 
pemilik kebun dan Rp. 200/kg untuk biaya perawatan dan pupuk.
7
 
Biasanya, masyarakat melakukan atau menjelaskan area 
perkebunan yang mana dan letak perkebunannya serta jarak akan 
di tempuh menuju lokasi perkebunan yang akan digarap petani 
penggarap kebun kelapa sawit. 
Ijab qabul dilakukan ketika adanya kesepakatan dari kedua 
belah pihak untuk melakukan perjanjian bagi hasil dalam 
penggarapan perkebunan kelapa sawit, maka akan terjadi 
pelaksanaan akad untuk membuktikan bahwa area perkebunaan 
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Hasil wawancara dengan bapak Sugandi ( petani penggarap kebun kelapa sawit ) pada 
tanggal 04 Januari 2019. 
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kelapa sawit telah diserahkan kepada petani penggarap untuk 
dirawat.  
b) Tempat Berlangsungnya Ijab Qabul  
Dalam pelaksanaan untuk ijab qabul ini penggarap 
mendatangai rumah pemilik kebun dan sering juga si pemilik 
kebun yang mencari petani penggarap untuk mengurus 
perkebunannya. Dan dalam pelaksanan akad biasaya dilakukan 
dirumah pemilik tanah ataupun penggarap tergantung kebutuhan 
masing-masing. 
c) Bukti dalam Perjanjian 
Dalam melakukan akad perjanjian bagi hasil kedua belah 
pihak yang bersangkutan dilakukan melalui lisan saja tidak ada 
perjanjian khusus yang mengikat, karena sudah menjadi tradisi 
disana dengan saling percaya. 
d) Berakhirnya Masa Perjanjian Bagi Hasil 
Masa perjanjian bagi hasil yang dilakukan kedua belah piha 
tidak ada batasannya, sudah menjadi tradisi di masyarakat desa 
bahwa dalah hal bagi hasil dalam penggarapan area perkebunan 
tidak ada masa berakhirnya. Sesuka hati bagi si penggarap untuk 
melaksanakan kapan berakhirnya perjanjian tersebut.  
Bahwa di Desa Kabu panen buah kelapa sawit dilakukan 2 
kali dalam sebulah yaitu 2 minggu akhir dan 4 minggu akhir dan 
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saat itu pula pemilik kebun kelapa sawit datang sekedar melihat-
lihat saja dan terkadang membawakan sedikit bekal buat petani 
penggarap. Setelah, buah kelapa sawit dipanen semua maka 
pemilik kebun menghubungi dan menyewa sebuah mobil truk 
untuk membawa hasil dari buah kelapa sawit yang sudah dipanen 
tadi untuk d jual di pabrik. Dan dari hasil penjualan tersebut setelah 
dibagi untuk biaya sewa mobil bersihnya akan di bagi antara petani 
penggarap dan pemilik kebun itulah hasil yang diperoleh bagi 
petani maupun pemilik. 
Dari bagi hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagi 
hasil yang dilakukan di Desa Kabu memiliki akad yang berbeda-
beda, namun pembagiannya sudah sesuai kesepakatan awal. Dari 
penbagian hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabu 
pada dasarnya dilakukan atas dasar saling tolong menolong 
sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-maidah 
ayat 2 yang berbunyi: 
                        
                
Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam mewajibkan bagi 
orang mukmin hendaklah berlaku baik dan saling tolong-menolong 
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sesama manusia dalam mengerjakan kebajikan dan bertakwa, dan 
dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8
 
Seperti yang dijelaskan ayat diatas bahwasanya kita 
diharuskan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, 
seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabu dengan cara 
bagi hasil/paron kebun kelapa sawit. Bagi hasil tersebut sering 
dilakukan oleh masyarakat Desa Kabu karena pada umumnya 
penghasilan masyarakat setempat adalah hasil penjual kelapa sawit. 
Namun, ada juga yang berpengehasilan dari sawah, dan kebun 
kopi. Walapun disana ada yang memiliki bermaca area perkebunan 
tetapi mayoritas berpenghasilan dari kebun kelapa sawit. Biasanya 
yang menjadi penggarap di Desa Kabu ialah orang-orang terdekat 
atau orang lain yang hidupnya kurang mampu dan tidak memiliki 
perkerjaan tetap. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
8
Departemen Agama RI, (Diponegoro: CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 85.  
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BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Menganalisis Praktik Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Kebun 
Kelapa Sawit 
Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebelum terjadinya praktik 
bagi hasil pemilik terlebih dahulu mempersiapkan lahan kosong serta bibit 
benih kelapa sawit. Dalam proses menanam benih kelapa sawit pemilik 
tanah mengupah penggarap untuk melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini, 
penggarap hanya menerima upah yang diberikan oleh pemilik tanah. 
Ketika proses penanaman serta perawatan dan pemupukan, pemilik tanah 
hanya mengupah penggarap.  
Ketika penanaman berjalan memasuki umur seminggu tinggi 
pohon kelapa sawit kurang lebih 50-60 cm membutuhkan nutrisi seperti 
pemupukan dan penyiraman air ketika tidak ada musim hujan. Dan disini 
pemilik tanah membutuhkan tenaga untuk melakukan pekerjaan tersebut, 
sehingga pemilik tanah memperkerjakan penggarap utntuk membantu 
menaburkan pupuk disekitar pohon kelapa sawit. Akan tetapi, dengan 
sistem pengupahan perhari. Karena melihat area yang luas pemilik tidak 
sanggup untuk menggarapnya sendiri.  
Untuk menghindari keterlantaran pada area perkebunan kelapa 
sawit pemilik kebun mencari orang yang sudah memiliki keahlian dalam 
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merawat kebun kelapa sawit dengan sistem pengupahan untuk mengelolah 
dan memelihara perkebunan kelapa sawit. 
Saat proses pemupukan serta perawatan pemilik tanah hanya 
melakukan pengupahan kepada penggarap tanpa adanya perjanjian 
lainnya. Serta orang yang menggarap perkebunan bisa berubah-ubah, tidak 
di harus atau tidak pasti orang yang sama yang menggarap kebun kelapa 
sawit ketika masa penanaman. 
   Pada masa pertumbuhan pohon kelapa sawit hingga mulai akan 
berbuah pemilik kebun hanya mengupah penggarap untuk melakukan 
perawatan serta penyiraman. Ketika masuk pada masa pemanenan 
perjanjian umpah dihilangkan sehingga disini pemilik mencari penggarap 
untuk merawat dan memanen kebunnya dengan perjanjian bagi hasil. 
Dalam perjanjian bagi hasil ini pemilik kebun hanya akan 
membayar penggarap melalui perjanjian bagi hasil yang dimana ketika 
pohon sudah menghasilkan buah dan dijual maka hasil penjualannya itu 
yang merupakan hasil dari penggarap. Jadi, sistem pengupahan tidak 
berlaku lagi diganti dengan sistem bagi hasil. 
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Praktik Bagi Hasil Menurut Teori 
Musâqâh 
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya yang saling 
keterkaitan, penulis telah menjelaskan syarat-syarat seseorang yang 
melakukan akad, yang dilakukan penilik kebun dengan musaqi 
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(penggarap). Dari data yang telah didapatkan oleh penulis bahwa kedua 
belah pihak dalam melakukan akad sesaui syarat-syarat akad dalam Islam, 
yaitu keduanya sama-sama berakal sehat dan telah baligh. 
Pada hakikatnya musaqah adalah dikhususkan pada tanaman 
perkebunan yang pohonnya berakar kuat dan berusia minimal lebih dari 
satu tahun maka dalam hal ini kelapa sawit termasuk dalam jenis tanman 
yang disebut dengan musâqâh. 
Dalam sektor perkebunan di desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu sumber mata pencarian 
penduduk disana, karena pada umunya mereka memiliki lahan perkebunan 
dengan luas kepemilikan yang berdeda-beda. Dan tidak semua masyarakat 
di desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memiliki 
kebun kelapa sawit. Akan tetapi, mereka memiliki kemampuan untuk 
menggarap, dan begitu sebaliknya ada masyarakat yang memiliki kebun 
kelapa sawit yang lebih luas tetapi tidak bisa menggarap bahkan tidak 
sempat atau tidak memiliki waktu untuk menggarapnya. 
Untuk menghindari keterlantaran pada area perkebunan kelapa 
sawit pemilik kebun mencari orang yang sudah memiliki keahlian dalam 
memanen dan merawat kebun kelapa sawit dan melakukan perjanjian kerja 
sama untuk mengelolah dan memelihara perkebunan kelapa sawit. Oleh 
karena itu, yang menjadi alasan masyarakat di desa kabu Kecamatan Ulu 
Musi Kabupaten Empat Lawang melakukan perjanjian bagi hasil.  
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Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keperluan lainnya 
serta ketidak sanggupan pemilik untuk mengelolah dan memelihara 
perkebunan kelapa sawit maka praktik bagi hasil ini sudah lama diterapkan 
di desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Sehingga 
memberi penghasilan yang mencukupi sesuai dengan luas area kebun 
kelapa sawit yang digarap, maka dari praktek bagi hasil ini telah 
membantu perekonomian masyarakat desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang. 
Praktik bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa Kabu 
Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang mereka yang akan 
melakukan bagi hasil terlebih dahulu membuat ketentuan antara pemilik 
kebun dan penggarap. Perawatan serta pengelolahan praktek bagi hasil di 
desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang yaitu 
merumput di sekeliling pohon kelapa sawit, memupuk pohon kelapa sawit, 
menyemprot rumput yang menganggu pohon kelapa sawit, merunas ( 
memotong pelepah sawit sehinga tidak menghambat pertumbuhan buah 
dan tidak ada masa atau waktu dalam berakhirannya akad). 
Dalam praktik bagi hasil pada kebun kelapa sawit ini sudah lama 
dilakukan oleh masyarakat di desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten 
Empat Lawang, dari hasil pengamatan dilapangan yang menyebabkan 
terjadinya akad kerjasama bagi hasil dikarenakan sebagai berikut: 
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1. Pemilik kebun yang terlalu sibuk mengurusin perkerjaan 
lainnya. 
2. Lahan yang terlalu luas yang dimiliki oleh pemilik kebun yang 
menyebabkan keterlantaran pada area perkebunan. 
3. Penggarap yang tidak memiliki lahan untuk digarap. 
4. Sebagai mata pencarian bagi penggarap. 
5. Hanya itu satu-satunya keahli penggarap tidak memiliki 
keahlian dibidang lain. 
Kerjasama dengan sistem bagi hasil ini berbeda dengan cara 
mengupah tukang atau penggarap kebun untuk merawan dan mengelolah 
perkebunan, karena hasil yang diterima ialah upah yang telah pasti berapa 
hasilnya. Akan tetapi, kerjasama bagi hasil ini yang didapat bukannya 
upah melainkan hasil dari berapa banyak panen buah kelapa sawit yang di 
dapat pada saat panen. Jadi setelah buah sawit di panen dan dijuallalu hasil 
dari penjualan buah kelapa sawit tersebut dibagi antara pemilik kebun 
kelapa sawit dengan penggarap kebun kelapa sawit setelah dipotong dari 
biaya sewa truk dan biaya pupuk serta pengelolahan dan perawatan. 
Praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di desa 
Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang memiliki aturan 
tersendiri antara pemilik kebun dengan penggarap kebun kelapa sawit. 
Dan telah disepakati kedua belah pihak yaitu sebagai berikut: 
a. Peralatan yang dimiliki oleh penggarap untuk menggarap pohon 
kelapa sawit seperti, dodos ( alat untuk memanen pohon kelapa 
68 
 
 
sawit yang mash rendah dan muda  ), cangkul ( digunaka untuk 
mengali, membersihkan tanah dari rumput ataupun untuk 
meratakan tanah ), egrek (alat pemanen sawit untuk pohon yang 
sudah tinggi minimal 3 meter, untuk memudahkan penggarap 
untuk memotong pelepah-pelepah daun sawit yang sudah tua), 
tajok (alat ini digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit 
yang sudah jatuh dari pohonya, untuk memasukan dalam gerobak 
mobil), angkong (untuk mengangkut buah kelapa sawit yang jauh 
dari area tempat pengumpulan buah), ganco (alat ini digunakan 
untuk buah sawit yang jatuh dan memindahkanya ke atas 
angkong) ditanggung oleh pemilik perkebunan kelapa sawit. 
b. Waktu pelaksanaan memelihara dan megelolah yaitu dilakukan 
pada pukul 08:00 wib sampai, berkisar pukul 04:00 wib. Sesuai 
dengan luasnya area perkebunan. 
c. Serta biaya perawatan dan pengelolahan sampai masa panen tiba, 
yang akan di tanggung oleh pemilik perkebunan kelapa sawit.
1
 
Dalam praktik bagi hasil ini kedua belah pihak adalah pihak 
pertama pemilik kebun, dan pihak kedua penggarap. Pemilik kebun ialah 
pihak yang menyediakan biaya awal dan peralatan untuk menggelolah dan 
merawat kebun kelapa sawit seperti yang tertera diatas. Sedangkan 
penggarap ialah pihak yang merawat dan mengelolah lahan perkebunan 
kelapa sawit. 
                                                          
1
 Hasil wawancara dengan bapak Danuri ( pemilik area perkebunan kelapa sawit) pada 
tanggal 03 Januari2019.  
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Dengan adanya kesepakatan ini, bahwa pelaksanaan akad bagi 
hasil didasari atas suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu 
pihak. Jadi, akad bisa berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing 
tanpa adanya penyesalan. 
Praktik bagi hasil ini di desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang sudah lama dilakukan oleh masyarakat, dan 
sudah menjadi pekerjaan tetap bagi penggarap yang tidak memiliki area 
lahan kebun kealpa sawit. Dalam melaksanakan praktek bagi hasil di Kabu 
Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah perkebunan yang 
jauh dari perkampungan dan keadaan struktur tanah yang relative 
perbukitan dan daratan maka membutuhkan kerjasama yang ekstra antara 
pemilik kebun dan penggarap untuk merawat dan menggambil hasil dari 
buah kelapa sawit saat panen. 
Menurut bapak Danuri, bahwasanya di desa Kabu Kecamatan Ulu 
Musi Kabupaten Empat Lawang panen dilakukan 2 kali dalam satu bulan, 
panen pertama dilakukan pada minggu pertama dan panen kedua 
dilakukan pada minggu keempat. Ketika pada musim panen pemilik kebun 
langsung menyewa mobil truk untuk mengangkut buah kelapa sawit untuk 
di jual ke pabrik kelapa sawit.  
Dari hasil panen tersebut akan dihitung keseluruhannya ketika 
sudah mendapatkan hasilnya pemilik kebun memotong untuk biaya sewa 
truk dan biaya masuk kedalam pabrik. Kemudian sisanya dibagi 1/3 sesuai 
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dengan kesepakatan kedua belah pihak, untuk penggarap 1 bagian, untuk 
biaya pupuk dan perawatan 1 bagian dan 1 bagian buat pemilik. Jika 
dibulatkan menjadi nominal Rupiah, misalkan hasil panen mendapatkan 8 
ton dan 1 kg harga kelapa sawit Rp. 1.500,-.   
Jika di kalkulasi 1 ton ada 1.000kg kalau 8 ton ada 8.000kg maka 
jika di nominalkan Rp. 1.500 (harga perkilo) X 1.000kg (jumlah berat 
kelapa sawit) hasilnya Rp. 1.500.000-,. Dan perolehan yang di dapat ialah 
8 ton maka ada 8.000kg X Rp. 1.500,-(harga perkilo buah sawit) maka 
hasilnya Rp. 12.000.000,-. Dari hasil tersebud lalu di bagi menjadi 1/3 
maka ketemu hasil Rp.4.000.000 pemilik kebun, Rp. 4.000.000 untung 
penggarap, dan sisanya Rp. 4.000.000 untuk biaya pupuk dan perawatan. 
Dari penjelasan diatas, bahwa kerjasama bagi hasil di Kabu 
Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dilakukan oleh pemilik 
kebun dan penggarap yang ekonominnya kurang mampu dan hanya ini 
satu-satunya keahliaan dari penggarap. Pembagian hasil kebun dari 
pelaksanaan bagi hasil di Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat 
Lawang ini dikatakan kurang menguntungkan bagi pemilik kebun. 
Dikarenakan turunya harga sawit sekarang yang dulunya perkilo bisa 
mencapai Rp. 1.500, dan sekarang Cuma Rp. 1.200 perkilo ini pun belum 
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bersih masih ada potongan untuk biaya sewa truk, biaya masuk pabrik, dan 
biaya perawatan dan pupuk.
2
 
Dari pengakuan danuri, salah satu pemilik lahan perkebunan 
kelapa sawit setiap kali panen tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, 
bahkan kerugian yang di dapat karena menambal biaya sewa truk dan 
pupuk. Semenjak turunya harga sawit pemilik perkebunan mengeluh 
karean menelan kerugian, sebelum turunya harga sawit yang dulu perkilo 
Rp. 1.500, pemilik kebun bisa menikmati keuntungan dari hasil penjualan 
buah kelapa sawit. 
Menurut pengakuan bapak Miji salah satu pemilik kebun kelapa 
sawit mengungkapkan bahwa akad kerjasama bagi hasil ini dilakukan 
sejak dahulu dengan sistem kepercayaan tanpa ada tanda tangan diatas 
matrai untuk memperkuat perjanjian tersebut.
3
 
Dalam melakukan perjanjian bisanya bapak Miji yang mencari 
seseorang untuk berkerjasama dengannya dalam menggarap kebun 
miliknya yang mulai berbuah. Ketika bapak Miji bertemu dengan 
penggarap barulah ada kejadian bernegosiasi antara kedua belah pihak. 
Ada persayratan-persayratan yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak, 
dan persyaratan itu ditak jauh berbeda seperti yang dilakukan bapak 
                                                          
2
 Hasil wawancara dengan bapak Danuri ( pemilik area perkebunan kelapa sawit) pada 
tanggal 03 Januari 2019. 
3
  Hasil wawancara dengan bapak Miji ( pemilik area perkebunan kelapa sawit) pada 
tanggal 07 Januari 2019. 
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Danuri. Dan disini juga bapak Miji tidak memaksakan bagi penggarap 
untuk menggarap berapa lama. Penggarap bisa sesukannya memutuskan 
ikatan perjanjian kepada pemilik kebun. 
Pada sistem pembagian keuntungannya sama hasil panen yang 
kemudian buahnya dijual dan hasil dari penjualan itu lah yang kemudian 
dibagi 1/3. Dari 1/3 itu di bagi antara pemilik 1 dan penggarap 1 dan 1 nya 
lagi untuk biaya perawatan.  
Dalam praktik bagi hasil di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang ini, umumnya melakukan perjanjian bagi hasil 
secara adat kebiasaan dan berdasarkan kekeluargaan dengan unsur saling 
percaya yang telah disetujui kedua belah pihak. Sehingga tidak ada surat 
perjanjian yang begitu khusus seperti ketentuan dari hukum Islam maupun 
hukum Positif. 
Dan seperti yang diungkapkan dalam sesi wawancara peneliti 
dengan pemilik kebun kelapa sawit bahwa dalam peraturan yang tidak 
tettuli tersebut yang masih berlaku ialah: 
1) Praktek bagi hasil ini akan putus jika salah satu dari kedua 
belah pihak mengundurkan atau berhenti dari perjanjian yang 
telah disepakati sejak awal. 
2) Tidak ada ketentuan masa waktu perjanjian selama kedua belah 
pihak tidak memutuskan perjanjian maka tidak ada batasan 
waktunya. 
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3) Pemilik kebun bisa memberhentikan atau memutuskan 
perjanjian apabila terjadi penyalah gunakan atau kecurangan 
seperti mencuri buah sawit. 
Dapat disimpulkan bahwa praktik bagi hasil antara pemilik kebun 
kelapa sawit dengan penggarap kebun kelapa sawit yang di lakukan di 
Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang di tentukan 
menurut adat kebiasaan yang berlaku, ialah melalui perjanjian atau 
kesepakatan secara lisan atas dasar suka sama suka, saling tolong 
menolong, dan tidak ada unsur paksaan.  
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam fiqh muamalah 
ada beberapa macam praktik bagi hasil khususnya di bidang pertanian atau 
pun perkebunan seperti, muzāra‟ah, mukhabarah, dan musâqâh. Yang 
dimana pemilik perkebunan menyerahkan kebunya kepada penggarap 
untuk di olah dan di rawat supaya dapat menghasilkan dan hasilnya dapat 
di bagi dua antara pemilik kebun dan penggarap. Bahwa praktek bagi hasil 
ini harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam agama Islam supaya tidak 
terjadi unsur penyesalan diantara kedau belah pihak. 
Dalam penelitian ini ada beberapa poin-poin besar yang menjadi 
bahan untuk dapat dianalisis oleh peneliti dengan mengkaji dari 
pandangan fiqh muamalah mengenai praktik bagi hasil pemilik 
perkebunan kelapa sawit dengan penggarap perkebunan kelapa sawit yang 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten 
Empat Lawang. 
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Dalam hal ini masyarakat di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang menggunakan akad musaqah dalam melakukan 
perjanjian praktik bagi hasil antara pemilik kebun dengan penggarap. 
Yaitu pemilik perkebunan menyerahkan kebun kelapasawit miliknya 
kepada penggarap supaya bisa menggarap dan mengolahnya sesuai dengan 
kententuan dan sayarat yang telah disepakati oleh keduannya. 
Musâqâh juga merupakan bagi hasil yang dianjurkan dalam Islam 
di bidang pertanian dan perkebunan. Musâqâh sendiri hampir sama dengan 
muzāra‟ah hanya saja yang membedakan dari keduanya ialah penggarap 
yang bertanggung jawab atas perawaatan dan pengelolahan serta berhak 
mendapatkan nisbah dari hasil kerjama yang dilakukan. 
Praktik bagi hasil ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dalam akad 
musâqâh. Yang dimana hasilnya dibagi oleh kedua belah pihak antara 
pemilik dan penggarap setelah hasil buah kelapa sawit di jual. Setelah itu, 
uang nya di bagi antara pemilik kebun dengan penggarap kebun kelapa 
sawit sesuai dengan perjanjian awal. 
Dalam musâqâh mempunyai rukun dan syarat seperti yang sudah 
ditetapkan oleh Jumur Ulama sebagai berikut:
4
 
a) Dua orang yang berakad (al-aqidani) 
                                                          
4
 Masjupri, Fiqh Muamalah 1…,203 
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Al-aqidani ialah dua orang yang berakad (pemilik kebun kelapa 
sawit dan penggarap kebun kelapa sawit) dan harus disyaratkan 
harus balig dan berakal. 
b) Objek Musâqâh 
Objek dalam akad musâqâh ialah tanaman pohon kelapa sawit 
yang siap dipanen. Menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-
pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi sebagian 
ulama hanafiyah membolehkan semua pohon karena 
membutuhkan pengurusan dan siraman. Menurut ulama 
Syafi‟iyah bahwa yang boleh dijadikan objek musaqah adalah 
kurma dan anggur saja, sebagaimana yang dijumpai dalam 
sabda Rasulullah saw, yang berbunyi: 
 اَهَلْخَن ٍرَبْيَخ ىِدْوُهَي ىَلِأ َعَفَد ملسو هىلع للها ىلص للها لوسر نأ
 ٍعرَزْوَا ٍرَمَث ْنِم اَحْنِم ُجُرْهَي اَمِرْطَشِب اَهَضْرَاَو 
Rasulullah saw menyerahkan perkebunan kurma di Khubair 
kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian dari 
hasilnya, baik dari buah-buahan maupun dari biji-bijian 
menjadi milik orang itu.  
 
c) Buah 
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Disyaratkan menentukan buah ketika kedua belah pihak 
berakad. 
d) Penggarap (musaqi) 
Disyaratkan pekerja harus bekerja sendiri. Jika tidak 
disyaratkan pemilik harus bekerja atau dikerjakan bersama-
sama maka akad menjadi tidak sah. 
e) Ṣhigat (ucapan ijab dan qabul) 
Ijab dan qabul merupakan akad antara pemilik kebun dengan 
penggarap yang di ucapkan dan dinyatakan sejak awal sebelum 
pohon kelapa sawit berbuah dan memperoleh hasil, seta bagi 
hasilnya sudah di tentukan untuk kedua belah pihak. 
Dari ketentuan rukun tersebut bahwa dapat disimpulkan rukun 
musaqah yaitu kedua belah pihak yang berakad antara pemilik kebun 
kelapa sawit dengan penggarap kebun kelapa sawit, objeknya berupa 
pohon sawit yang mulai siap di panen. Dan hasilnya nanti akan di bagi 
sesuai dengan akad yang berlaku diawal.  
Sedangkan menurut Sayyaid Sabiq yang dikemukakan dalam Fiqh 
sunnah syarat dalam melaksanakan musâqâh atau bagi hasil sebagai 
berikut:
5
 
                                                          
5
 Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2006), hlm. 153. 
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(1) Bahwa pohon yang akan dilakukan bagi hasil muaqah itu harus 
diketahui dengan pengelihatan atau sifat yang tidak berbeda 
dengannya, karena akad terhadap sesuatu yang tidak diketahui 
hukumnya tidak sah. 
(2) Bahwa masa musâqâh diketahui karena ia merupakan akad 
lazim (keharusan) sehingga tidak ada unsur gharar (penipuan) 
di dalamnya. 
(3) Hendaknya akad musaqah dilakukan sebelum tampak buahnya, 
karena dalam kondisi seperti ini pohon perlu penggarapan. 
(4) Hendaknya musaqi (penggarap) mendapatkan bagian tertentu 
dari hasilnya seperti setengah atau sepertiga bagian. 
Bahwa peneliti dapat menyimpukan praktek bagi hasil yang 
dilakukan oleh pemilik kebun kelapa sawit dengan penggarap kebun 
kelapa sawit adalah kerjasama antara dua belah pihak dan tidak merugikan 
salah satu pihak. Namun dalam praktik bagi hasil ini penulis menemukan 
penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil, dimana 
ketika penggarap tidak diawasi oleh pemilik kebun maka penggarap akan 
meninggalkan buah kelapa sawit dan akan memanennya sendiri tanpa 
sepengetahuan pemilik. Dengan kata lain penggarap sudah melakukan 
kecurangan dan pencurian. Apalagi ketika harga sawit turun maka sering 
atau bahkan sering hal ini dilakukan oleh penggarap.  
Jadi, pemilik kebun tidak mau kecolongan lagi akan hal seperti 
penyelewengan maupun kecurangan dan pencurian, lalu pemilik kebun 
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melakukan pengawasan setiap kali terjadi musin panen tiba agar tidak 
terjadi peninggalan buah atau buah tidak di panen dengan sengaja oleh 
penggar. Agar bisa diambil sendiri dan dijual tanpa sepengetahuan pemilik 
kebun. Hal ini yang membuat ada unsur penyimpangan didalam praktek 
bagi hasil tersebut maka akad akan menjadi fasid ( rusak ). 
Apalagi jika diperhatikan konsep fiqh bahwa batas waktu 
berakhirnya perjanjian kerjasama itu harus dikemukakan pada sewaktu 
akad berlangsung, hai ini juga seperti yang diungkapkan Jumur Ulama 
bahwa pembatasan waktu harus dinyatakan diawal kedua belah pihak 
berakad. Dalam praktik ini ditemukan unsur yang di pandang gharar dan 
harus mendapatakn perhatian akah hal ini, diantaranya sebagai berikut: 
(a) Dalam kerjasama tidak dilakukan perjanjian secara tertulis, 
seberti yang diungkapkan diatas, hal ini mengakibatkan terjadinya 
penyimpangan atau penyelewengan, baik dari pemilik maupun 
penggarap. 
(b) Dalam peraktiknya bagi hasil di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang seluruhnya tidak menentukan batas 
waktu berakhirnya kerjasama, sehingga pemilik kebun bisa 
menggambil kebunnya kapan saja dan itu akan merugikan pekerja 
jika pemilik kebun menggambil saat akan panen, dan berugikan 
penggarap. 
Sementara jika dilihat dari segi manfaat, penentuan batas waktu 
dalam praktek bagi hasil ini adalah sesuatu yang harus ada, karena apabila 
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tidak ada akan bisa merugikan salah satu pihak baik pemilik kebun kelapa 
sawit maupun penggarap kebun kelapa sawit dan tidak akan melanggar 
ketentuan hukum syara‟ yang dimana pemilik bisa mengambil hak 
penggarap dan penggarap bisa meninggalkan kewajibannya. 
Dan juga dalam praktik bagi hasil di Desa Kabu Kecamatan Ulu 
Musi Kabupaten Empat Lawang, bahwa hasil yang diperoleh pemilik 
kebun kelapa sawit dengan penggarap berupa sejumlah uang yang di 
peroleh dari penjualan kelapa sawit dan sisa dari pembayaran sewa truk 
dan biaya pupuk, lalu sisa hasilnya maka di bagi antara pemilik kebun 
sawit dengan pengagrap kebun kelapa sawit. Kalo dilihat dari fiqh 
diketahui harus berupa buah. 
Akan tetapi mengenai pembagian hasil ini terjadi perbedan 
pendapat, jika dilihat dari kemaslahatan yang terlihat dari praktik diatas 
yang hasilnya berupa uang yang di peroleh dari hasil penjualan buah dan 
sisa lainnya banyak mengandung manfaat dan kemudahan bagi pemilik 
kebun maupun penggarap kebun. Maka hal ini tidak bertentangan ataupun 
melanggar hukum, karena suatu hukum di tetapkan tak kala untuk 
kemaslahatan manusia itu sendiri. 
Dalam menentukan salah satu cara atau metode untuk memahami 
Naş al-Qur‟an dan al Sunnah yaitu melalui pemahaman kebahasaan. 
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Bahasa yang digunakan dalam nash al Qur‟an dan al Sunnah sebagai 
petunjuk (dalālah) adalah bahasa Arab.6 
Contoh firman Allah SWT: 
 
Artinya:”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba” 
Praktik bagi hasil yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa 
Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, sangat bermanfaat 
dan meningkatkan taraf hidup  maupun ekonomi. Dan menjadi 
penghasilan tetap bagi penggarap yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-
hari dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan menguranggi tinggkat 
penggangguran serta memelihara rasa tolong-menolong sesama manusia. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang 
berbunyi: 
                          
           7 
                                                          
6
 Yassirly Amrona Rosyada, “Dalalah Lafdzi: Upaya Menemukan Hukum”, Jurnal Al-
Ahkam, (Surakarta) Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 25.  
7
Q.S. al-Maidah:2.  
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Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya”. (Q.S. al-Maidah:2). 
Walaupun, dalam proses prakteknya masih ditemukan unsur yang 
bisa meninbulkan kesamar-samaran (Ghorar) tidak ada kejelasan waktu 
kapan berakhirnya akad dan tidak ada perjanjian secara tertuli untuk 
memperkuat perjanjian menurut syariat Islam tapi dalam prakteknya 
dilihat dari sisi dampak maupun pengaruhnya dapat dikatakan cukup 
positif, dan membantu masyaratkat di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang itu sendiri.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan diatas tentang bagi hasil perkebunan kelapa 
sawit di Desa Kabu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:   
1. Praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit di Desa Kabu Kecamatan 
Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra selatan, 
menggunakan perjanjian bagi hasil dimana pemilik kebun 
menyerahkan kebunnya untuk dirawat dan di oleh supaya bisa 
menghasilkan. Dari hasil perkebunan akan dibagi antara pemilik 
kebun dengan penggarap sesuai perjanjian diawal akad. Bisa ½, 1/3, 
dalam akad perjanjian ini masyarakat di Desa Kabu dilakukan 
dengan lisan karena ini sudah menjadi kebiasaan mereka, selain 
menjadi adat kebiasan akad secara lisan ini mudah di terapkan tanpa 
ada kesulitan. 
2. Dalam praktik bagi hasil perkebunan kelapa sawit yang dilakukan 
oleh masyarakat jika dilihat dari unsur dan syaratnya sudah 
memenuhi, akan tetapi dalam akad musâqâh masih terdapat unsur 
ghorar dalam praktiknya. Karena, jika dilihat dari konsep fiqh dan 
Jumur Ulama harus ada batas waktu yang ditentukan. Sedangkan 
dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa kabu tidak 
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ada batas waktu dalam perjanjian ini lah yang masih menimbulkan 
unsur gorar. 
B. Saran  
Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan beberapa saran bagi 
para pembaca, maupun masyarakat di Desa kabu Kacamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang Sumatra selatan dan semoga bisa menjadi 
bahan masukan maupun solusi khususnya masyarat di Desa Kabu. Adapun 
saran pan pesan sebagai berikut: 
1. Kepada masyarakat di Desa kabu Kacamatan Ulu Musi 
Kabupaten Empat Lawang, hendaknya lebih memperhatikan lagi 
tentang bagaimana tata cara berakad. Terutama akad bagi hasil 
sistem musaqah yang sering dilakukan selama ini. Agar tidak ada 
lagi yang tidak paham dengan tata cara dalam berakad sesuai 
menurut Islam. Supaya tidak ada unsur kerugian dari salah satu 
pihak dan bermanfaat bagi kedua belah pihak untuk masa yang 
akan datang. 
2. Kepada pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten agar 
dapat memberi fasilitas dan alternatif, terutama akses jalah 
diperkebunan agar dipermudahkan supaya bisa memudahkan para 
petani kebun untuk membawa dan mengeluarkan buah kelapa 
sawit saat musim panen. 
3. Kepada warga di Desa kabu Kacamatan Ulu Musi Kabupaten 
Empat Lawang, agar lebih memperhatikan dunia akademisi 
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supaya bisa menciptakan sumber daya manusia yang lebih 
berkualitas. Yang memiliki ilmu agama maupun ilmu umum seta 
waawsan yang luas supaya bisa diterapkan dan diajarkan kepada 
masyarakat. 
4. Kepada pihak akademisi terutama bagian perpustakaan untuk 
lebih menyediakan buku-buku fiqh muamalah lebih banyak lagi. 
5. Kepada bapak atau ibu dosen yang karya tulisnya sudah 
diterbitkan oleh pihak akademisi agar bersemangat dalam 
menciptkan buku-buku terbitkan dosen sendiri yang supaya bisa 
membantu untuk menanbah buku-bukun yang ada 
diperpustakaan. Dan bisa menjadi bahan bacaan maupun refrensi 
bagi mahasiswa yang membutuhkan. 
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LAMPIRAN 1 
Daftar Pertanyaan 
Pemilik Kebun Selapa Sawit 
1. Sejak kapan adannya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara 
pemilik dan penggarap? 
2. Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa 
saawit? 
3. Apakah pembagian hasil di sepakati kedua belah pihak? 
4. Apakah ada keluhan bagi pemilik kebun kelapa sawit? 
5. Bagaimana jangka waktu dalam praktek bagi hasil? 
6. Adakah syarat yang harus di setujui oleh kedua belah pihak? 
Penggarap Kebun Kelapa Sawit 
1. Sejak kapan adannya kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa sawit antara 
pemilik dan penggarap? 
2. Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil perkebunan kelapa 
saawit? 
3. Apakah pembagian hasil di sepakati kedua belah pihak? 
4. Apakah ada keluhan bagi pemilik kebun kelapa sawit? 
5. Bagaimana jangka waktu dalam praktek bagi hasil? 
6. Adakah syarat yang harus di setujui oleh kedua belah pihak? 
7. Berapa lama waktu yang dibutuhkan saat bekerja? 
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Peta Desa 
  
 
 
 
  
 
 
Narasumber 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Area Perkebunan Kelapa sawit 
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